
PENGADILAN NEGERI / PHI/ TIPIKOR SERANG KLASIA 
Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6 Serang-Banten 

Telp. (0254)200844-200940

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA

NO NAMA SOP NOMOR SOP

1
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
BIASA (DEWASA)

W29.U1/1/SOP/PID/2016

2
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
ANAK DIVERSI BERHASIL

W29.U1Z2/SOP/PID/2016

3 PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
ANAK DIVERSI GAGAL W29.U1/3/SOP/PID/2016

4 PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
SINGKAT W29.U1/4/SOP/PID/2016

5 PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
TIPIRING

W29.U1/5/SOP/PID/2016

6 PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG W29.U1/6/SOP/PID/2016

7 PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING W29.U1/7/SOP/PID/2016

8 PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING 
PEMILU

W29.U1/8/SOP/PID/2016

9 PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI W29.U1/9/SOP/PID/2016

10 PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN 
KEMBALI

W29.U1/10/SOP/PID/2016

11 PERMOHONAN GRASI W29.U1/11/SOP/PID/2016
12 PERMOHONAN PRAPERADILAN W29.U1/12/SOP/PID/2016

13

PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 
PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PU PASAL 29 
AYA (2) DAN AYAT (3)

W29.U1/13/SOP/PID/2016

14 PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 
PENAHANAN OLEH PU BERDASARKAN PASAL 25

W29.U1/14/SOP/PID/2016

15 PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN BESUK W29.U1/15/SOP/PID/2016

16
PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN 
PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 
AYAT(1)

W29.U1/16/SOP/PIDZ2016

17 PENAGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA 
UMUM

W29.U1/17/SOP/PID/2016

18 PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN MIN/ 
PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN W29.U1/18/SOP/PID/2016

19 PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN 
DIVERSI

W29.U1/19/SOP/PID/2016

20 PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN PIDANA 
UMUM

W29.U1/20/SOP/PIDZ2016

21 PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA 
UMUM W29.U1Z21/SOP/PID/2016

22 PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA 
UMUM W29.U1Z22/SOP/PID/2016

23 PENCABUTAN PERMOHONAN PK PIDANA UMUM W29.U1/23/SOP/PID/2016



PENGADILAN NEGERI / PHI/ TIPIKOR SERANG KLAS1A 
Jalan Raya Serang Pandeglang Km 6 Serang-Banten 

Telp. (0254)200844-200940

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PIDANA

24
IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK

W29.U1/24/SOP/PID/2016

25 PERMOHONAN
PERALIHAN PENANGGUHAN PENAHANAN W29.U1/25/SOP/PID/2016

26
PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

W29.U1/26/SOP/PID/2016

27 1 JIN BEROBAT W29.U1/27/SOP/PID/2016

28
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU

W29.U1/28/SOP/PIDZ2016



PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A 
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

(0254) 7914504
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmai.com 
Website: www.pn-seranggo.id

r- i ** «a* M* ** w • -a— -   

Nomor SOP wvtsoww
-MlMl 27 Juni 2016

22 Januari 2019

Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

«Will KETUA PN. SERANG

SOP PENDAFTARAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA DEWASA
DASAR HUKUM:

..................................... ------------------------------------------- •
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.l Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 
Lngkungan Peradilan.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IW2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1
2 SMU Sederajat

/ . ■.

■
■

■

f

12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN: PERAIATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penahanan
2. SOP Permohonan Ijin Pembentaran

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register perkara pidana biasa

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai
Berkas perkara pidana biasa

Halaman 1 dari 3

mailto:pnserang12@gmai.com
http://www.pn-seranggo.id


No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket

Petugas
PTSP

Staf PP Panmud 
Pidana

Panmud 
Hukum

Panitera Hakim KPN Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
berkas 
perkara Tidak

- Berkas perkara
- Checklist 

kelengkapan 
berkas

- Tanda bukti 
pelimpahan 
perkara

10 
menit

Berkas 
dtterima/ 
Ekspedisi 
Cheldist yang 
sudah 
ditandatangani 
petugas

111

2 Meneliti 
kelengkapan 
berkas 
perkara, 
termasuk 
Barang Bukti

Ya
- Berkas Perkara
- Cek List

kelengkapan 
berkas

10 
menit

Berkas 
Lengkap/tidak 
lengkap 
tanda terima 
pelimpahan 
berkas

3 Input data 
SIPPdan 
Penomoran 
perkara, 
pencatatan 
dalam register

- Berkas perkara
- Komputer
- Koneksi LAN 

SIPP
- Buku register 

induk

30 
menit

Berkas 
diterima dan 
diberikan 
nomor perkara

4 Menyerahkan 
berkas 
perkara yang 
sudah lengkap

• Berkas Perkara
5 

menit

Ekspedisi

5 Penunjukan 
Majelis Hakim

jb • Berkas perkara
- SIPP 20 

menit

Penetapan 
penusukan 
Majelis/Hakkni T-

6 Penunjukan 
Panitera 
Pengganti 
(PP)

db - Berkas perkara 
• SIPP 20 

menit

penunjukan 
PP

7 Pencatatan 
penunjukan 
Hakim dan PP 
ke dalam Buku 
Register

- Berkas perkara
- Penetapan 

penunjukan 
Hakim dan PP.

5 
menit

Register 
Manual

8 Penyerahan 
berkas 
perkara 
kepada 
Majelis Hakim 
untuk dibuat 
Penetapan 
hari sidang

- Berkas perkara 
• Penetapan

5 
men#

Ekspedisi

9 Pembuatan 
Penetapan 
hari sidang 
dan 
penahanan 
jika ada

r3b • Berkas
- SIPP

10 
Men#

Penetapan 
penahanan 
Dan 
Penetapan 
Hari Sidang 
Pertama

T.

10 Menerima 
berkas 
perkara dari 
Hakim dan 
mengirim 
penetapan 
kepada staf 
untuk dikirim 
ke PU dan 
dicatat 
kedalam 
register induk

• Pen. 
Penahanan 
dan Hari
Sidang

5 
men#

Ekspedisi

11 Proses 
persidangan b - Berkas Perkara Max. 

5 
Bulan

- BA Sidang
- PutusanL

12 Penyusunan 
BA

- Berkas Perkara
- Konsep BA

120 
Mank

BA yang 
sudah ditanda 
tangani oleh 
Hakim dan PP

BA 
harus 
selesai 
sebe 
lum 
sidang 
berikut 
nyaU

Halaman 2 dari 3



DISIARKAN IPERIKSA DISAHKAN

FgRI ARDIANSYA, SH, MH 
NIP. 197009051993031007

SUKRI SUL/MIN, SH, MH. 
NIP/196306171992121001

SIGID TRIYONO, SH, MH. 
NIP. 196504121992121001

Halaman 3 dari 3



PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06

Jgjg.: (0254) 7914504
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmail com 
Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP

MM*
MIM
Tanggal Pengesahan

W29U1!2-SOF..P1D);'2016

27 Juni 2016

22 Januari 2019

30 Juni 2016

22 Januari 2019i Tanggal Efektif

'ISUAPN.SEWG

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIVERSI BERHASIL
' | | ....... . ... , ■ ,............ .....  a -f 'r- f - - - |   w 'W...................- 1— . « ■■■ i ■. .

DASAR HUKUM : ! KUALIFIKASI PELAKSANA :

T Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. SI
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

6. Peraturan Mahkamah Agung R.l Nomor 7 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundanoan-undanoan lain vano terkait
12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.O1/4/2O19 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. SOP Penahanan Perkara Anak

PERI NGATAN/CATATAN:____________________________________

Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai

PERAIATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register perkara pidana anak
5. Register Diversi_____________

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas perkara pidana anak

Halaman 1 dari 3

http://www.pn-serang.go.id


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku
Ket

Petugas 
PTSP Staf PP

Panmud 
Pidana

Panmud 
Hukum

Panitera Hakim KPN
Persyaratan / 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
berkas perkara

Tidak

- Berkas perkara
- Checklist 

kelengkapan 
berkas

* Tanda bukti 
pelimpahan 
perkara

10 
menit

Berkas 
diterima/ 
Ekspedisi 
ChekSst yang 
sudah ditanda 
tangani 
petugas

2 Meneliti 
kelengkapan 
berkas perkara 
termasuk 
barang bukti

Ya
- Berkas Perkara
- Cek List 

kelengkapan 
berkas

5 
menit

- Berkas
Lengkap/ 
tidak lengkap

- tanda terima 
pelimpahan 
berkas

3 Input data 
SIPP dan 
Penomoran 
perkara, 
pencatatan 
dalam register 
Induk (manual)

F”L
* Berkas perkara
- Komputer
- Koneksi LAN 

SIPP
- Buku register 

induk

30 
menit

Berkas 
diterima dan 
diberikan 
nomor 
perkara

4 Menyerahkan 
berkas perkara 
yang sudah 
lengkap

- Berkas Perkara
10 

menit

Ekspedisi

5 Penunjukan 
Hakim/Majelis 
Hakim

5 - Berkas perkara
- SIPP 20 

menit

Penetapan 
penunjukan 
Majells/HakimI

6 Penunjukan 
Panitera 
Pengganti (PP)

X. - Berkas perkara
- SIPP 20 

menit

penunjukan 
PPL_J

7
Pencatatan 
penunjukan 
Hakim/Majelis 
Hakim dan PP 
ke dalam Buku 
Register Induk 
(Manual)

IZ

- Berkas perkara
- Penetapan 

penunjukan 
Hakim/Majelis 
Hakim dan PP.

S 
menit

Register 
Manual

8 Penyerahan 
berkas perkara 
kepada 
Hakim/Majelis 
Hakim untuk 
dibuat 
penetapan 
penahanan jika 
diperlukan

- Berkas perkara
- Penetapan

5 
menit

Ekspedisi

9 Pembuatan
Penetapan

- Berkas
- SIPP 10 

Menit

Penetapan 
penahanan

10 Menerima berkas 
perkara dari 
Hakim/Majelis 
hakim dan 
menyerahkan 
penetapan 
penahanan 
kepada staf untuk 
dikirim ke PU dan 
dicatat kedalam 
register induk

| j
• Pen. 

Penahanan 
dan Hari 
Sidang

5 
menit

Ekspedisi

11 Melaksanakan 
upaya Diversi 
bagi yang 
memenuhi 
syarat yang 
ditentukan

■ Berkas perkara 
- Undangan 
kepada pihak 
terkait 
(pembimbing 
kemasyarakatan, 
pekerja sosial 
profesional,advo 
kat, orang tua, 
tokoh 
masyarakat)

120 
Menit

■ BA 
Pelaksanaan 
Diversi

• Kesepakatan 
Diversi jika 
berhasil

Pelaksana 
m Diversi 
maksimal 
/hari

Halaman 2 dari 3



No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP Staf PP Panmud 

Pidana
Panmud 

Hukum Panitera Hakim KPN Persyaratan/ 
Perlengkapan Waktu Output

12 Laporan 
hakim 
fasilitator 
kepada KPN 
dan 
permohonan 
penetapan 
jika upaya 
diversi 
berhasil

- Laporan
- BA 

Pelaksanaan 
dan 
kesepakatan 
Diversi

10 
Menit

Laporan dan 
permohonan 
diversi

Jika tidak 
aerhasll 
maka hakim 
membuat 
oenetapan 
lari sidang 
dan 
aemeriksaan 
dilanjutkan

13 Pembuatan 
konsep 
penetapan 
diversi

- Permohonan 
penetapan 
diversi

- Berkas 
perkara

■ Kesepakatan 
Diversi

- Konsep 
Penetapan 
Diversi

30 
Menit

Konsep 
Penetapan 
Diversi

Panitera 
dapat men 
delegasi kan 
ke Panitera 
Muda Pidana

14 Penandatang 
anan 
penetapan 
diversi

- Konsep 
Penetapan 
Diversi 10 

Menit

Penetapan 
Diversi

15 Pengiriman 
salinan 
penetapan 
diversi 
kepada pihak 
terkait

_ I - Penetapan 
Diversi

- Buku 
Ekspedisi 60 

Menit

Tanda 
Terima 
pengiriman 
salinan 
penetapan

Apabila hasil 
kesepakatan 
diversi tidak 
dilaksanakan 
maka 
perkara bisa 
dibuka 
kembali

d□
16 Arsip perkara - Berkas 

perkara
- Penetapan 

diversi
- Buku 

Ekspedisi

10 
menit

BA 
penerimaan 
arsip di 
kepaniteraan 
hukum

DISIAPKAN IPERIKSA DISAHKAN

S-6RI ARDIANSYA, SH, MH 
NIP. 197009051993031007

SUiy?l SULyMIN, SH, MH 
NIP/19630/171992121001

"SIGIP TRIYONO, SH, MH. 
NIP. 196504121992121001

Halaman 3 dari 3



PENGADILAN NEGERI PHI I Nomo' _ _ _ _ _
1 

WW/ 

j

TIPIKOR SERANG KELAS 1A 
jl Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

W: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

j Email : pnserang12@gmail.com 
Website: www.pn-serang.go.id

• .. . ......

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WiMSi 22Januarl2019

Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016 _ _ _ _ _ _
Tanggal Efektif i 22 Januari 2019 _ _ _ _ _ _

MM KETJA ^’l SERMG _ _

j SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DIVERSI GAGAL
DASAR HUKUM; KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Penibahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan 
Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

6. PermaNo. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undanaan lain vanq terkait
12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP. 11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penahanan Perkara Anak
1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register perkara pidana anak

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 
tercapai

Berkas perkara pidana anak

Halaman 1 dari 3

mailto:pnserang12@gmail.com
http://www.pn-serang.go.id


No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPtgs 
PTSP

Staf pp Panmut
Pidana

Panmud 
Hukum

Panitera Hakim KPN Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
berkas 
perkara

Tidak

- Berkas perkara
■ Checklist 

kelengkapan 
berkas

■ Tanda bukti 
pelimpahan 
perkara

10 
menit

Berkas diterima/ 
Ekspedisi 
Cheklist yang 
sudah 
ditandatangani 
petugas

2 Meneliti 
kelengkapan 
berkas 
perkara 
termasuk 
barang bukti

Ya
• Berkas Perkara
■ Cek List 

kelengkapan 
berkas

5 
menk

Berkas 
Lengkap/tidak 
lengkap 
tanda terima 
pelimpahan 
berkas

3 Input data 
SIPP dan 
Penomoran 
perkara, 
pencatatan 
dalam 
register 
induk 
(manual)

■ Berkas perkara
- Komputer
- Koneksi LAN 
SIPP

■ Buku register 
induk

30 
menit

Berkas 
diterima dan 
diberikan 
nomor perkara

4 Menyerahkan 
berkas 
perkara yang 
sudah 
lengkap

■ Berkas Perkara

3 
menit

Ekspedisi
“F

5 Penunjukan 
Hakim/Majelis 
Hakim

■ Berkas perkara
■ SIPP 20 

menit

Penetapan 
penunjukan 
Majetis/Haklm

6 Penunjukan 
Panitera 
Pengganti 
(PP)

■ Berkas perkara 
• SIPP 20 

menit

penunjukan 
PP

7 Pencatatan 
penunjukan 
Hakim/Majelis 
Hakim dan PP 
kedalam 
Buku Register 
Induk 
(Manual)

dp
• Berkas perkara 
■ Penetapan 

penunjukan 
Hakim/Majelis 
Hakim dan PP. 5 

menit

Register 
Manual

8 Penyerahan 
berkas 
perkara 
kepada 
Hakim/Majelis 
Hakim untuk 
dibuat 
penahanan 
jika ada

■ Berkas perkara
■ Penetapan

5 
menit

Ekspedisi

9 Pembuatan
Penetapan

■ Berkas 
• SIPP

10 
Menit

Penetapan 
penahanan 
Dan 
Penetapan Hari 
Sidang Pertama

10 Menerima 
berkas 
perkara dari 
Hakim/Majelis 
hakim dan 
mengirim 
penetapan 
kepada staf 
untuk dikirim 
ke PU dan 
dicatat 
kedalam 
register Induk

• Pen. Penahanan 
dan Hari Sidang

5 
menit

Ekspedisi

11 Melaksanakan 
upaya Diversi 
bagi yang 
memenuhi 
syarat yang 
ditentukan

J Berkas perkara 
Penetapan/Penunj 
ukan fasilitator 
dalam hal Majelis 
hakim

120 
Menit

BA Diversi 
Tidak Berhasil

Pelaks 
anaan 
Diversi 
maksl 
mal 7 
hariCb

L
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No Aktivitas

12

13

Pembuatan 
konsep 
penetapan 
hari sidang 
Penandatan 
ganan 
penetapan 
hari sidang 

Melaksanakan 
proses 
persidangan

Penyusunan 
BA

16

17

18

19

Menyerahkan 
BA lengkap 
untuk 
penyusunan 
Putusan 
Penyusunan 
konsep 
putusan 

Sidang 
pengucapan 
putusan 
Majelis 
Pembuatan 
petikan 
putusan

20

22

Penyampaian 
petikan dan 
salinan 
putusan kpd 
Penyidik, 
JPU, 
Terdakwa dan 
Lapas______
Menyerahkan 
Minutasi 
perkara 

Menginput 
amar dan 
tanggal 
putusan 
kedalam 
SIPP_______
Menginput 
pertimbangan 
hukum dan e- 
doc kedalam 
SIPP 
Menerima 
Minutasi 
perkara dari 
PP

Menyerahkan 
berkas ke 
Panmud 
Hukum

HakimPaniteraStaf Panmud 
Hukum

Ptgs 
PTSP

Panmud 
Pidana

Pelaksana

- Berkas Perkara

Berkas perkara 
Buku Ekspedisi

■ Berkas Perkara
- Konsep BA

■ Berkas Perkara
- Putusan

Petikan Putusan 
dan salinan 
putusan Siap 
dikirim

Berkas perkara 
Cheklist 
kelengkapan 
berkas

■ Konsep 
penetapan 
sidang 

■ATK

• Berkas perkara
- BA lengkap
- Ekspedisi 
penyerahan berkas

■ Pertimbangan 
Hukum

■ Putusan 
SIPP

■ Berkas Perkara
■ Putusan

■ Berkas perkara
■ BA lengkap 
■ATK

■ Berkas Perkara 
yang sudah 
Berkekuatan 
Hukum tetap

■ ChekHst

______________ Mutu Baku
Persyaratan/
Perlengkapan

Berkas perkara
■ATK

Waktu Output

hari

10 
menit

Konsep 
penetapan 
hari sidang

5 
menit

Max. 
2 

Bulan 
dan 
15 

hari

120 
Menit

10 
Menit

120 
menit

120 
Menit

30 
Menit

120 
Menit

Penetapan 
hari sidang

• BA Sidang 
- Putusan

BA yang 
sudah ditanda 
tangani oleh 
Hakim dan PP

Tanda terima 
penyerahan 
berkas

Konsep 
putusan

Putusan yang 
sudah ditanda 
tangani

Petikan 
Putusan

- Ekspedisi
■ Tanda terima 

penyampaian 
petikan/ 
salinan

15 
Menit

Tanda terima 
penyerahan 
berkas

Putusan 
h SIPP

30 
Menit

60 
Menit

20 
menit

15 
menit

Disesuai 
kan 
dengan 
masa 
tahanan 
anak 
BA harus 
selesai 
sebelum 
sidang 
berikut 
nya

Amar dan 
tanggal putusan 
lengkap

Pertimbangan 
Hukum dan 
e-doc putusan 
lengkap

Penyam 
paian 
Petikan 
putusan 
1x24 jam

Checklist 
sudah ditanda 
tangan 
panitera muda 
pidana________

• BA Penyerahar 
berkas perkara

■ Arsip perkara

DISIAPKAN DIPERIKSA D^S^^AN

EE^IARDIANSYA, SH, MH. SUdRI SULUMIN, SH, MH. >K5lDTRIYONO, SH, MH.
NIP.197009051993031007 NIF< 196308H71992121001 NIP.196504121992121001
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T DENftAHU AN NEGPRI PHI / Nomor SOP W29.U1i4SO3/:,ID/2D16

! TIRKOR SERANG KELAS 1A
; Jl Raya Serang -Pandeglang KM. 05

M'. (0254) 7914504
|j Fax:(0254)7914503

* Email : pnserang12@gmail.com
Website: www pn-seranggo.id

ImaaaiemtoNlM 27 Juni 2016
.TangsiBeiW 22 Januari 2319

Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016

Tanggai Efektif 22 Januari 2019
KETUA PN. SERANG

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT
DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA?52- ''

1. Undang-Undang Nomcr 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomcr 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Parma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.l Nomor 3 
Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/1IZ2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangsn-undanqan lain yano terkait
11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA

1. S1
2, SMU Sederajat

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penanganan Meja Pengaduan
1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register Perkara Pidana Singkat

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai
Berkas perkara pidana singkat
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No Aktivitas

Pelaksana ______________________ __Mutu Baku
Ket

Petugas 
PTSP

Staf PP
Panmud 
Pidana

Panmud 
Hukum

Panitera Hakim KPN
Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
berkas perkara t "U. Tidak

Berkas perkara 
Checklist berkas 
Perkara

10 
menit

Berkas 
diterima/ 
Ekspedisi

2 Meneliti 
kelengkapan 
berkas perkara

Ya
j' -Cek List berkas 

perkara 5 
menit

Berkas 
Lengkap$

3 Menyerahkan 
berkas perkara

- Berkas Perkara
5 

menit

Ekspedisi

4 Penunjukan 
Majelis Hakim

- Berkas perkara
20 

menit

Penetapan 
penunjukan 
Maje&s/Hakim| i—j

5 Penunjukan 
Panitera 
Pengganti (PP)

- Berkas perkara
- Penetapan 

penunjukan 
Hakim

20 
menit

penunjukan 
PP

1__

6 Penyerahan 
berkas perkara 
kepada Hakim

- Berkas perkara
- Penetapan

5 
menit

Ekspedisi

7 Proses 
persidangan

k
- Berkas Perkara
- terdakwa,Saksi 

dan Barang 
Bukti lengkap

120 
Menit

- BA

1—-J
8 Input data 

SIPP dan 
Penomoran 
perkara, 
pencatatan 
dalam register 
induk 
(manual)

• SIPP
- Register Induk 

Perkara Pidana 
Singkat

20 
Menit -Tercatatnya 

dalam SIPP 
dan Register 
Induk Perkara 
Pidana 
Singkat

Setelah 
sidang 
pertama

9 Penyusunan 
Putusan dan 
BA Sidang

- Berkas perkara
- Konsep Putusan
- Konsep BA 120 

Menit

Putusan 
dan BA

Putusan 
menjadi 
bagian 
dari 
berita 
acara

10 Pembuatan 
petikan 
putusan

—
- Berkas Perkara
- Putusan 30 

menit

Petikan 
Putusan

11 Penyampaian 
petikan dan 
salinan 
putusan kpd 
Penyidik, JPU, 
Terdakwa dan 
Lapas dan 
Minutasi 
berkas 
perkara

—£
y

-Petikan Putusan 
Siap dikirim

- Buku Ekspedisi

120 
Menit

Tanda terima 
penyampaian 
petikan

Penyam 
paian 
Petikan 
putusan 
1x24 
jam

12 Menyerahkan 
Minutasi 
perkara

— t - Berkas perkara 
■ Buku Ekspedisi 15 

Menit

Tanda 
terima 
penyerahan 
berkas

13 Menginput 
amar dan 
tanggal 
putusan 
kedalam SIPP

■ Putusan PT 
SIPP

30 
Menit

Amar dan 
tanggal 
putusan 
lengkap

14 Menginput 
pertimbangan 
hukum dan e- 
doc kedalam 
SIPP

—

- Pertimbangan 
Hukum

• Putusan PT 
SIPP

60 
Menit

Pertimbangan 
Hukum dan 
e-doc putusan 
lengkap

15 Menerima 
minutasi 
perkara dari 
PP

- Berkas perkara
- Cheklist 

kelengkapan 
berkas

20 
menit

Checklist 
sudah ditanda 
tangan 
panitera muda 
pidana

16 Menyerahkan 
berkas ke 
Panmud 
Hukum

- Perkara sudah 
berkekuatan 
hukum tetap 

-Cheklist

15 
menit

■ Berita acara 
penyerahan 
berkas

■ Arsip perkara
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i
DASAR HUKUM

-- - - - - - -  . - - - -
: PENGADILAN NEGERI PHI/

TIPIKOR SERANG KELAS 1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06

W: (0254) 7914504
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmail com

Nomor SOP W29.UV5/SOP/PO2016

JWBlMMMI 27JOT2016_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tanami 22Janu3ri 2019
Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016 _ _ _ _ _
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

Website: www.pn-serang.goi

I SOP PROSES PEN'
JMH*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
fELESAlAN PERKARA PIDANA TIPIRING

KUALIFIKASI PELAKSA& i.L’i - J

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 
Tentang Penyesuaian Batasan Undak Pidana Ringan 
dan Jumlah Denda dalam KUHP

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.l Nomor 3 
Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pembertakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yana terkait
11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Pidana
1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas 

peradilan tidak tercapai
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib 

administrasi tidak tercapai

Berkas perkara pidana cepat/tipiring
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No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Petugas 
PTSP Staf PP

Panmud 
Pidana

Panmud 
Hukum

Panitera Hakim KPN
Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
berkas 
perkara dari 
penyidik

“V, Tidak
-Berkas perkara
-Checklist berkas
Perkara 10 

menit

Berkas 
diterima/ 
EkspedisiL--J'

2 Meneliti 
kelengkapan 
berkas 
perkara

Ya
-Cek List berkas 
perkara 5 

menit

Berkas 
Lengkap

3 Menyerahkan 
berkas 
perkara

-Berkas Perkara
5 

menit

Ekspedisi

4 Penunjukan 
Hakim b -Berkas perkara

20 
menit

Penetapan 
penunjukan 
Hakim

5 Penunjukan 
Panitera 
Pengganti 
(PP)

-Berkas perkara 
-Penetapan 
penunjukan 
Hakim

20 
menit

penunjukan 
PP

6 Penyerahan 
berkas 
perkara 
kepada Hakim

-Berkas perkara 
-Penetapan 5 

menit

Ekspedisi

7 Proses 
persidangan

-Berkas Perkara 
-terdakwa.Saksi 
dan Barang Bukti 
lengkap

120 
Menit

- Putusan

8 Input data 
SIPP dan 
Penomoran 
perkara, 
pencatatan 
dalam register 
induk 
(manual)

I- —
-SIPP
-Register Induk 
Perkara Pidana
Cepat

10 
Menit Data terinput 

dalam SIPP 
dan tercatat 
dalam 
Register 
induk Perkarr 
Pidana Cepal

Pencatat 
an 
dilakukan 
setelah 
perkara 
putus

9 Pengisian 
Blangko 
Putusan

-Berkas perkara 
-Blangko Putusan 30 

Menit

Putusan

10 Penyampaian 
Salinan 
putusan 
kepada 
Penyidik, JPU, 
Terdakwa dan 
Lapasdan 
Minutasi 
berkas 
perkara

E
i

1
-Salinan Putusan 
-Buku Ekspedisi

60 
Menit

Tanda terima 
penyampaian 
Salinan 
putusan

11 Menyerahkan 
Minutasi 
perkara J -Berkas perkara 

-Cheklist 
kelengkapan 
berkas

-Buku Ekspedisi

15 
Menit

Tanda 
terima 
penyerahan 
berkas

12 Menginput 
amar dan 
tanggal 
putusan 
kedalam SIPP

Jb • Putusan 
SIPP

30 
Menit

Amar dan 
tanggal 
putusan 
lengkap

L
13 Menginput 

pertimbangan 
hukum dan e- 
doc kedalam 
SIPP_________

Pertimbangan 
Hukum 
Putusan 

-SIPP

60 
Menit

Pertimbangan 
Hukum dan 
e-doc 
putusan

14 Menginput 
tanggal 
minutasi pada 
SIPP dan 
dicatat dalam 
register 
manual

- SIPP
- Buku 

Register
10 

Menit

Data 
terinput ke 
sipp dan 
tercatat dl 
register 
manual

15 Menyerahkan 
berkas ke 
Panmud 
Hukum

JL -Perkara sudah 
berkekuatan 
hukum tetap 10 

menit

-Berita acara 
penyerahan 
berkas 
perkara 

-Arsip perkara
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PENGADILAN NEGERI PHI I _ _ _ _ ®
TIPIKOR SERANG KELAS 1A : RngsaEnMHtw jWJurtMi#
Jl. Raya Serang -Pandeglang KM. 06

M; (0254)7914504
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmail.com i Tanggal Efektif
Website: ww.pn-serang.go.id i

) 22 Januari 2019

i Tanggal Pengesahan; 30 Juni 2016

22 Januars 2019

KETUA PN. SERRIG

DASAR HUKUM :

T Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1985 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 
tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran 
lalu lintas

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IW2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA_____________________________________

KETERKAITAN:

SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG
KUALIFIKASI PELAKSANA:--'

2. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:____________
1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Perkara Pidana lalu Lintas

PERINGATAN/CATATAN:_______________________
1. Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas 

peradilan tidak tercapai
2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib 

administrasi tidak tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

Halaman 1 dari 2
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No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku
Ket.

Petugas 
PTSP

Staf pp Panmud 
Pidana

Panmud 
Hukum

Panitera Hakim KPN Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
berkas 
perkara Lalu 
lintas dari 
penyidik

Tidak
- Berkas 

perkara Lalu 
lintas

- SoftCopy 
berkas

5 
menit

Berkas 
diterima

2 Meneliti 
Kelengkapan 
Berkas

Ya p - Berkas 
perkara Lalu 
lintas

- SoftCopy 
berkas

5 
Menit

Berkas 
lengkap

3 Menyusun 
berkas dan 
Melapisi 
berkas dengan 
kertas karbon

X - Berkas 
perkara

- ATK
1 menit/ 
berkas 
perkara

Berkas 
lengkap 
dengan 
karbon1_

4 Penetapan 
Penunjukan 
Hakim dL * Berkas 

peikara
- Konsep 

penetapan

20 
menit

Penetapan 
penunjukar 
Hakim

5 Penunjukan 
PP 1—L- - Berkas 

perkara
- Konsep 

penetapan

20 
menit

penunju 
kanPP7

6 Persidangan 
pengucapan 
putusan

r -! - Berkas 
perkara

15 
Menit

Putusan Tanpa 
dihadiri 
:erdakw

X
I 1_ _ 1

7 Input putusan 
perkara tilang 
di SIPP

|-i_ - ATK
- SIPP

120 
Menit

Terinput 
ke 
dalam 
SIPP

1—1
8 Mengumumkan 

denda tilang di 
papan 
pengumuman 
dan website P

- Salinan
Putusan

- ATK
- Website.

60 
Menit

Putusan 
terpublik 
asikan

9 Mengirimkan 
salinan 
putusan dan 
barang bukti 
ke Kejaksaan

- Salinan 
putusan

• barang bukti
- Buku

Ekspedisi

120 
Menit

Tanda 
terima 
pengiriman 
Salinan 
putusan 
dan BB

10 Penerimaan 
putusan 
perkara tilang

- Putusan 
Perkara tilang

- Buku 
Ekspedisi

5 
Menit

Tanda 
terima

11 Pengarsipan • Putusan 
Perkara tilang

- Buku 
Ekspedisi

5 
Menit

■ Berita 
Acara 
penyerah 
an 
putusan

• Arsip

DISIALKAN

P^RI ARDIANSYA. SH. MH

DIPERIKSA

SUk/| SULj/mIN. SH, MH.

DISAHKAN

•STgID TRIYONO, SH. MH
NIP. 197009051993031007 NIP/19630/171992121001 NIP.196504121992121001
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Nomor SOP . . . . .  i W29 U1 n/SOPPID- 2016
________ _ | .... „.A »-< .. * - 'A, „ ~ A» • - ». W-» ■

I 27<uni20-6

122 Januart 2019

Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016

PENGADILAN NEGERI PHI I Nl 
TIPTOR SERANG KELAS 1A . j£e?0’6
Jl. Raja Serang-Pandeglang KM. 06

M: (0254)7914554
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmail.com
WeMe:*wwpn-seranggold

Tanggal Efeffi 22 Januart 20J9 _ _

sopPermohonan upaya hukum banding

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
PeradUan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA____________________

KETERKAITAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN:

Jika sop ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
tercapai

____________ ___________ I_____
KUALIFIKASI PELAKSANA : '

T SI '
2. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:_________

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register Perkara Pidana
5. Buku Register Perkara Pidana Banding

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3

mailto:pnserang12@gmail.com


No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP

Staf/ 
Meja II

Panmud 
Pidana JS/JSP Panitera KPN Persyaratan/ 

Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima 
Permohonan 
Banding

( — ■ Berkas perkara
• Putusan
ATK

• Surat Kuasa (jika 
ada)

10 
mend

Persyaratan 
Permohonan 
Banding 
lengkap

2 Membuat Akta 
Pernyataan 
Banding

tidak
Berkas perkara 
Putusan

■ Surat Kuasa (jika
ada)
ATK

10 
Menit

Konsep 
Akta 
Pernyataan 
Banding

3. Mengoreksi 
dan Paraf Akta

Ya

■ Berkas Perkara 
• Putusan
■ Konsep Akta 

Pernyataan 
Banding 

ATK

10 
Menit

Konsep 
Akta 
Pernyataan 
Banding 
yang telah 
diparaf

4. Menandatang 
ani Akta 
Pernyataan 
Banding

“1 - Berkas Perkara
• Putusan
• Konsep Akta 

Pernyataan 
Banding yang telah 
diparaf

10 
Menit

Akta 
Pernyataan
Banding

Panitera 
menanda 
tangani 
akta 
setelah 
pemohon 
menanda 
tangani 
akta

r

5 Input data 
Permohonan 
Banding di 
SIPP dan 
dicatat dalam 
register

—
■ Akta Pernyataan 

Banding
■ Putusan
■ATK
■SIPP
■ Register

15 
menit

Data 
Banding 
terinput di 
SIPP dan 
tercatat 
dalam 
register

6 Membuat 
Laporan 
Banding

■ Berkas Perkara
■ Putusan
• Akta Pernyataan 

Banding 
ATK

30 
menit

Konsep
Laporan 
Permohonan 
Banding ke 
Pengadilan
Tinggi

7 Menandatang 
ani laporan 
banding

■ Konsep Laporan 
Permohonan 
Banding ke 
Pengadilan Tinggi

5 
Menit

Laporan 
Banding

8 Mengirim 
Laporan 
Banding —

■ Laporan 
Permohonan 
Banding

•ATK
■ Buku ekspedisi

30 
menit

Tanda bukti 
pengiriman

Kirim lewat 
Pos dan 
Email/Fax

9 Pemberitahuan 
Pernyataan 
Banding

■ Akta Permohonan 
Banding

•ATK
■ Surat tugas

60 
menit

Relaas 
pemberitahua 
n bandingI

10 Input 
Pemberitahuan 
Banding di 
SIPP dan 
dicatat di 
register

□
■ Relaas 

pemberitahuan 
banding
ATK

■ SIPP
■ Register

10 
menit

Data 
terinput 
dalam SIPP 
dan tercatat 
dalam 
register

11 Menerima 
Memori/kontra 
banding

— ■ Memori /kontra 
banding

■ Sofcopy 
memori/kontra 
memori banding

L ATK
Register

5 
menit

Memori/kont 
ra banding 
lengkap 
dibuat 
rangkap 
sesuai 
kebutuhan

12 Membuat 
AktaTanda 
terima Memori 
/kontra 
Banding

▼
Tidak

Memori /kontra 
banding

-ATK 
Register

30 
menit

Konsep 
akta tanda 
terima 
memori 
banding

13 Penandatangan 
an akta 
penerimaan 
memori/kontra 
banding

Ya
Konsep akta tanda 
terima memori 
/kontra banding 

•ATK

10 
menit

Akta tanda 
terima 
memori 
/kontra 
banding

Setelah 
di paraf 
oleh 
Panmud 
Pidana

14 Input 
penerimaan 
Memori /kontra 
Banding ke 
SIPP dan 
dicatat dalam 
register

IF"L_
-Akta tanda terima 
memori/kontra 
banding

-Memori /kontra 
banding

-SIPP 
-register

10 
menit

Data 
terinput di 
SIPP dan 
tercatat di 
register
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

Ket.Petugas 
PTSP

Staf/
Meja II

Panmud 
Pidana JS/JSP Panitera KPN

Persyaratan/ 
Perlengkapan Waktu Output

15 Pemberitahuan 
dan Penyerahar 
Memori/kontra 
Banding serta 
input retas 
pemberitahuan

C - Akta tanda 
terima /kontra 
memori 
banding

- Memori/kontra 
banding

- ATK

15 
menit

Relaas 
pemberitahuan 
dan 
penyerahan 
memori/kontra 
banding

16 Pencatatan 
dalam register

5"U-
- Relaas 

pemberitahuan 
dan 
penyerahan 
memori /kontra 
banding

* Register
- SIPP
- ATK

10 
menit

Data 
pemberitah 
uandan 
penyerahan 
memori 
/kontra 
banding 
terinput 
dalam SIPP 
dan tercatat 
dalam 
register

17 Mempelajari 
Berkas 
Perkara

- Berkas perkara
- putusan 15 

menit

Akta telah 
mempelajari 
berkas 
perkara

18 Menyusun dan 
membuat 
Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas 
banding

- Berkas perkara 
(bundel A dan 
bundel B)

- Softcopy 
putusan

- ATK

50 
menit

Konsep 
surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas 
banding

19 Menanda 
tangani Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas 
banding

■!!■ Konsep surat 
pengantar 
pengiriman berkas 
banding 10 

menit

Surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas 
banding 
yang sudah 
ditanda 
tangani

20 Mengirim 
berkas 
Banding

- Berkas perkara 
(bundel A & 
bundel B)

- surat pengantar
- ATK

60 
menit

Tanda bukti 
pengiriman

Paling 
lambat 
berkas 
dikirim 
14 hari21 Input Surat 

Pengantar di 
SIPP dan 
mencatat 
dalam register

—
- surat pengantar 

pengirman 
berkas banding

- Register
- SIPP
- ATK

10 
menit

Data telah 
terinput di 
SIPP dan 
tercatat di 
register

22 Arsip berkas 
perkara 
banding di 
simpan di 
arsip aktif

• Putusan
- akta-akta
- memori dan 

kontra memori 
banding

10 
menit

Arsip 
tersimpan 
sebagai arsip 
aktif di 
Kepaniteraan 
Pidana
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DASAR HUKUM :

NomorSOP

MKWW
W®

PENGADILAN NEGERI PHI I 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 06

(0254) 7914504
Fax:(0254)7914503

Email : pnserangl2@gmail.com
Websle:www.pn-seang.soid tguMM'

27 Juni 20115

22 Januari 2019

Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016

Tanggal Efektif 22 Januari 2019
KETUA PN SE.WK

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. S1
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.l Nomor 2 Tahun 
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 
Lingkungan Peradilan.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

13. Peraturan Perundangan-undangan lain vano terkail
14. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register Perkara Pidana
5. Buku Register Perkara Pidana Banding

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai
Berkas Perkara Pidana

rtararnan x oarrsr-

mailto:pnserangl2@gmail.com
http://www.pn-seang.soid


Aktivitas Petugas 
PTSP

Staf/
Meja II

Pelaksana
Panmud 
Pidana JS/JSP Panitera KPN

Menerima 
Permohonan 
Banding

Membuat Akta
Pernyataan 
Banding

Mengoreksi 
dan Paraf Akta

Menandatang 
ani Akta 
Pernyataan 
Banding

Input data 
Permohonan 
Banding di 
SIPPdan 
dicatat dalam 
register

Membuat
Laporan
Banding

Menandatang 
ani laporan 
banding

Mengirim
Laporan
Banding

Pemberitahuan 
Pernyataan 
Banding

Input 
Pemberitahuan 
Banding di 
SIPP dan 
dicatat di 
register

Menerima 
Memori/kontra 
banding

Membuat 
AktaTanda 
terima Memori 
/kontra 
Banding 
Penandatangan 
an akta 
penerimaan 
memori /kontra 
banding_______
Input 
penerimaan 
Memori 
/kontra 
Banding ke 
SIPP dan 
dicatat dalam 
register_______

Tidak

_______________Mutu Baku
Persyaratan/ 
Perlengkapan

-Berkas perkara 
-Putusan 
-ATK
-Surat Kuasa (jika 
ada)

-Tenggang waktu 
banding 3 hari kerja 
setelah putusan 

-Berkas perkara 
-Putusan 
-Surat Kuasa (jika 
ada) 

-ATK_____________
-Berkas Perkara 
-Putusan 
-Konsep Akta 
Pernyataan 
Banding 

-ATK ________
-Berkas Perkara 
-Putusan 
-Konsep Akta 
Pernyataan 
Banding yang telah 
diparaf

Waktu

10 
menit

10 
Menit

10 
Mentt

10 
Menit

-Akta Pernyataan 
Banding 

-Putusan
-ATK
-SIPP
-Register

-Berkas Perkara
-Putusan
-Akta Pernyataan
Banding

-ATK

-Konsep Laporan 
Permohonan 
Banding ke 
Pengadilan Tinggi

-Laporan 
Permohonan 
Banding

-ATK
-Buku ekspedisi
-Akta Permohonan 
Banding

-ATK
-Surat tugas______
-Relaas
pemberitahuan 
banding

-ATK 
-SIPP 
-Register

-Memori/kontra 
banding 

-Sofcopy 
memori/kontra 
memori banding 

-ATK
■Register_______
-Memori /kontra 
banding

-ATK 
-Register

-Konsep akta tanda 
terima memori 
/kontra banding 

-ATK

-Akta tanda terima 
memori/kontra 
banding

-Memori /kontra 
banding

-SIPP
-register

15 
menit

30 
menit

5 
Menit

30 
mentt

60 
menit

10 
menit

5 
men#

30 
men#

10 
menit

10 
mentt

Persyaratan 
Permohonan 
Banding 
lengkap

Output

Konsep 
Akta 
Pernyataan 
Banding

Konsep 
Akta 
Pernyataan 
Banding 
yang telah 
diparaf 
Akta 
Pernyataan 
Banding

Data 
Banding 
terinput di 
SIPPdan 
tercatat 
dalam 
register 
Konsep 
Laporan 
Permohonan 
Banding ke 
Pengadilan 
Tinggi 
Laporan 
Banding

Tanda bukti 
pengiriman

Panitera 
menanda 
tangani 
akta 
setelah 
pemohon 
menanda 
tangani 
akta

Kirim lewat 
Pos dan 
Email/Fax

Relaas 
pemberitahua 
n banding

Data 
terinput 
dalam SIPP 
dan tercatat 
dalam 
register

Memori/kont 
ra banding 
lengkap 
dibuat 
rangkap 
sesuai 
kebutuhan 
Konsep 
akta tanda 
terima 
memori 
banding 
Akta tanda 
terima 
memori 
/kontra 
banding 
Data 
terinput di 
SIPPdan 
tercatat di 
register

Selelah 
di paraf 
oleh 
Panmud 
Pidana

Halaman 2 dari 3



No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket

Petugas 
PTSP

Staf/ 
Meja II

Panmud 
Pidana JS/JSP Panitera KPN Persyaratan/ 

Perlengkapan
Waktu Output

15 Pemberitahuan 
dan Penyerahan 
Memori /kontra 
Banding serta 
input relas 
pemberitahuan

tol

-Akta tanda terima 
/kontra memori 
banding

-Memori/kontra 
banding

-ATK

15 
menit

Relaas 
pemberitahuan 
dan 
penyerahan 
memori/kontra 
banding

16 Pencatatan 
dalam register

r“U-
-Relaas 
pemberitahuan 
dan penyerahan 
memori /kontra 
banding

-Register 
-SIPP 
-ATK

10 
menit

Data 
pemberitahuan 
dan 
penyerahan 
memori/kontra 
banding 
terinput dalam 
SIPP dan 
tercatat dalam 
register

17 Mempelajari 
Berkas 
Perkara

-Berkas perkara 
-putusan 15 

menit

Akta telah 
mempelajari 
berkas perkara

18 Menyusun dan 
membuat 
Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas 
banding

-Berkas perkara 
(bundel A dan 
bundel B) 

-Softcopy putusan 
•ATK

50 
menit

Konsep surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas 
banding

19 Menandatang 
ani Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas 
banding

r
Konsep surat 
pengantar 
pengiriman berkas 
banding 10 

menit

Surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas 
banding yang 
sudah 
ditandatangani

20 Mengirim 
berkas 
Banding

-Berkas perkara 
(bundel A & 
bundel B) 

-surat pengantar 
-ATK

60 
menit

Tanda bukti 
pengiriman

Paling 
lambat 
berkas 
dikirim 
14 hari

21 Input Surat 
Pengantar di 
SIPP dan 
mencatat 
dalam register

-surat pengantar 
pengirman berkas 
banding

-Register
-SIPP
•ATK

10 
menit

Data telah 
terinput di 
SIPP dan 
tercatat di 
register

22 Arsip berkas 
perkara 
banding di 
simpan di 
arsip aktif

-Putusan
-akta-akta
-memori dan kontra 

memori banding
10 

menit

Arsip 
tersimpan 
sebagai arsip 
aktif di 
Kepaniteraan 
Pidana
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PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06

X^a: (0254) 7914504
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmaM.com 
Website: www.pn-seranggo.id

Nomor SOP

laosgaM

W29.UV9rSO°« 9'2016_ _ _

27 Juni 2016
22 Januari 2019

Tanggal Ptngesahan 30 Juni 2016
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

KETUA Pfl SERANG

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI
DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
2014 tentang pembahan Surat Edaran Mahkamah 
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen 
elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi/PK.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

9. Surat Kedokumen elektronik Ketua Mahkamah 
Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadian Tinggi dan Pengadilan Negeri

12. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 
tercapai

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1
2. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Perkara Pidana Kasasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3

mailto:pnserang12@gmaM.com
http://www.pn-seranggo.id


No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

Ket.Petugas 
PTSP

Staf/
Meja II

Panmud
Pidana

JS/JSP Panitera KPN Persyaratan/ 
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima 
Permohonan 
Kasasi —

- Berkas perkara
- ATK
- Surat Kuasa

(jflcaada) 10 
menit

Persyaratan 
Permohonan 
Kasasi 
lengkap

Dokumen 
elektronik 
sebagai 
mana 
dimaksud 
dalam 
SEMA 
No. 1/2014

2 Membuat Akta 
Pernyataan 
Kasasi

Tidak - Berkas perkara
- Dokumen 

elektronik
- Surat Kuasa

(jika ada)
- ATK

10 
Menit

Konsep 
Akta 
Pernyataan 
Kasasi

3. Mengoreksi dan 
Paraf Akta 
pernyataan 
kasasi

- Berkas Perkara
- Dokumen 

elektronik
- Konsep Akta 

Pernyataan 
Kasasi

- ATK

10 
Menit

Konsep 
Akta 
Pernyataan
Kasasi yang 
telah diparaf

4. Menandatangani 
Akta Pernyataan 
Kasasi

J - Berkas Perkara
* Dokumen 

elektronik
- Konsep Akta 

Pernyataan 
Kasasi yang 
telah diparaf

5 
Menit

Akta 
Pernyataan 
Kasasi

Panitera 
menanda 
tangani 
akta 
setelah 
pemohon 
menanda 
tangani 
akta

5 Input data 
Permohonan 
Kasasi di SIPP 
dan dicatat 
dalam register

—

- Akta 
Pernyataan 
Kasasi

- Dokumen 
elektronik

- ATK
- Register

15 
menit

Data 
Kasasi 
terinput di 
SIPP dan 
tercatat 
dalam 
register

6 Membuat 
Laporan Kasasi

- Berkas Perkara
- Dokumen 

elektronik
- Akta 

Pernyataan 
Kasasi

- ATK

30 
menit

Konsep 
Laporan 
Permohonan 
Kasasi ke 
Mahkamah 
Agung

7 Menandatangani 
laporan kasasi

- Konsep 
Laporan 
Permohonan 
Kasasi ke 
Mahkamah 
Agung

10 
Menit

Laporan ~ 
Pernyataan 
Kasasi

8 Mengirim 
Laporan 
Pernyataan 
Kasasi

- Laporan 
Pernyataan 
Kasasi

- Barcode
- ATK
- Buku ekspedisi

30 
menit

Tanda bukti 
pengiriman

Kirim 
lewat Pos 
dan 
Email/Fax

9 Pemberitahuan
Pernyataan
Kasasi

- Akta 
pernyataan 
Kasasi

- Surat tugas
- ATK

60 
menit

Relaas 
pemberita 
huan 
kasasi

10 Input 
Pemberitahuan 
Kasasi di SIPP 
dan dicatat di 
register

- Relaas 
pemberitahuan 
kasasi

- SIPP
- Register
- ATK

10 
menit

Data 
terinput 
dalam 
SIPP dan 
tercatat 
dalam 
register

11 Menerima 
Memori/kontra 
memori Kasasi 6

- Memori kasasi
- Register
- Softcopy 

memori kasasi
- ATK

5 
menit

Memori 
kasasi 
lengkap 
dibuat 
rangkap 
sesuai 
kebutuhan
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No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Petugas 
PTSP

Staf/ 
Meja II

Panmud 
Pidana

JS/JSP Panitera KPN
Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

12 Membuat 
AktaTanda 
terima Memori/ 
kontra memori 
Kasasi

Tidak

-Memori kasasi 
-softcopy memori 
kasasi

-Register 
-ATK

30 
menit

Konsep akta 
tanda terima 
memori kasasi

13 Penandatangan 
an akta 
penerimaan 
memori / kontra 
memori kasasi

Ya

- Konsep akta tanda 
terima memori 
kasasi 10 

menit

Akta tanda 
terima memori 
kasasi

14 Input 
penerimaan 
Memori Kasasi 
ke SIPP dan 
dicatat dalam 
register

-Akta tanda terima 
memori kasasi

-Memori kasasi 
-SIPP
- Register

10 
menit

Data terinput di 
SIPPdan 
tercatat di 
register

15 Pemberitahuan 
dan 
Penyerahan 
Memori / kontra 
memori Kasasi

^1

-Akta tanda terima 
memori kasasi 

-Memori kasasi 
-ATK

15 
menit

Relaas 
pemberitahuan 
dan 
penyerahan 
memori kasasi

16 Input Relaas 
Pemberitahuan 
dan 
Penyerahan 
Memori/kontra 
memori Kasasi 
di SIPP dan 
dicatat di 
register

-Relaas 
pemberitahuan dan 
penyerahan memori 
kasasi

-ATK
-Register
-SIPP

10 
menit

Data 
pemberitahuan 
dan 
penyerahan 
memori kasasi 
terinput dalam 
SIPPdan 
tercatat dalam 
register

l'W

17 Pemberitahuan 
untuk 
mempelajari 
berkas kepada 
pihak-pihak

-Blanko 
pemberitahuan 
untuk mempelajari 
berkas

60 
menit

Relaas 
pemberitahuan 
untuk 
mempelajari 
berkas

18 Input Relaas 
untuk 
mempelajari 
berkas di SIPP 
dan dicatat 
dalam register

-Relaas 
pemberitahuan 
untuk mempelajari 
berkas

- Register 
-SIPP 
-ATK

10 
menit

Data terinput 
dalam SIPP 
dan tercatat 
dalam registerJ

19 Mempelajari 
Berkas Perkara

i
- Berkas perkara
- dokumen elektronik 10 

menit

Akta telah 
mempelajari 
berkas perkara

20 Mengupload 
dokumen 
elektronik dalam 
direktori 
dokumen 
elektronik

d - dokumen elektronik 
-SIPP MA

30 
menit

Dokumen 
elektronik 
terupload 
dalam direktori 
dokumen 
elektronik MA

21 Menyusun dan 
membuat Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas kasasi

... - Berkas perkara 
(bundel A dan 
bundel B) 

-barcode 
-ATK

30 
menit

Konsep surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas kasasi 
ke MA

22 Penandatangan 
an Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas kasasi

Ya
Konsep surat 

pengantar 
pengiriman berkas 
kasasi

10 
menit

Surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas kasasi 
yang sudah 
ditandatangani

23 Mengirim 
berkas Kasasi

- Berkas perkara 
(bundel A & bundel 
B)

- surat pengantar 
-barcode
- Softcopy berkas 
-ATK

60 
menit

Tanda bukti 
pengiriman

Paling 
lambat 
berkas 
dikirim 
14 hari

24 Input Surat 
Pengantar di 
SIPPdan 
mencatat dalam 
register

Y
—

- surat pengantar 
pengirman berkas 
kasasi

- Register
-SIPP 
-ATK

10 
menit

Data telah 
terinput di 
SIPPdan 
tercatat di 
register

25 Arsip berkas 
perkara kasasi 
di simpan di 
arsip aktif

- dokumen elektronik
- akta-akta 
-memori dan kontra
memori kasasi

10 
menit

Arsip 
tersimpan 
sebagai arsip 
aktif di 
Kepaniteraan 
Pidana
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DISIAPjSAN

JggRI ARDIANSYA, SH, MH. SUK

DIPERIKSA

Fy SULyMIN, SH, MH. SIGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 197009051993031007 NIP. f96309171992121001 NIP.196504121992121001



KUALIFIKASI PELAKSANA :

PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A 
JL Raya Serang -Pandeglang KM. 06 

Ig&: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmail com 
Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP ’o.uil0i'S0°P32016

27Juni2016

MM 22 Januari 2019

Tanggal Pengasahan 30 Juni 2016

Tanggal Efektif 22Januan 2019
' OJA PN. SERANG_ _ _ _ _ _ _ _

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI_ _ _ _ _
------.....Z'. Z Z Z'. “i—~ ~ „/.fa   —

T'Si -
2. SMU Sederajat

DASAR HUKUM :

T Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah 
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen 
elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi/PK.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

10. Surat Kedokumen elektronik Ketua Mahkamah 
Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/OJU/SK/HMO2.3/2/2O18 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

13. Peraturan Perundangan-undangan lain yana terkait
14. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Perkara Pidana PK

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

!

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai
Berkas Perkara Pidana
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP

Staf/ 
Meja II

Panmud 
Pidana

JS/ 
JSP

Panit 
era PP Hakim KPN

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima 
Permohonan 
dan memori 
PK

■ Permohonan 
Peninjauan 
Kembali

- surat kuasa 
(jika ada)

- ATK
- Softcopy

10 
men#

Permohonan 
PK perkara 
pidana

2 Membuat Akta 
Pernyataan 
PK pidana

- permohonan 
PK

- ATK 10 
Men#

Konsep Akta 
pernyataan 
PK pidana

3. Mengoreksi 
dan Paraf Akta

- permohonan 
PK

• Konsep akta 
pernyataan 
PK pidana

- ATK

10 
Menit

Konsep akta 
pernyataan 
PK pidana 
yang diparaf

4. Menanda 
tangani Akta 
Pernyataan PK

r-J - Konsep akta 
pernyataan 
PK pidana 
yang di paraf

- ATK

10 
Menit

Akta 
pernyataan 
PK Pidana

p5
5 Input data 

Permohonan 
PK di SIPP 
dan dicatat 
dalam register

Ya

- Akta 
pernyataan 
PK Pidana

- Permohonan 
PK

- Register
- SIPP
- ATK

10 
menit

Data terinput 
di SIPPdan 
tercatat 
dalam 
register

6 Meneliti 
kelengkapan 
berkas 
perkara yang 
diajukan PK

Tidak
—

- Berkas 
Perkara yang 
diajukan PK

- Akta 
pernyataan 
PK

- Memori PK

30 
menit

Berkas 
perkara 
Lengkap

7 Penunjukan 
Hakfm/Majelis 
Hakim melalui 
SIPP

* Berkas 
Perkara yang 
diajukan PK

- Akta 
pernyataan 
PK

- Memori PK
- SIPP

20 
men#

Penetapan 
penunjukan 
majelis hakin 
terinput 
dalam SIPP

—————f 'h

b Penunjukan 
PP melalui 
SIPP

- Berkas 
Perkara yang 
diajukan PK

- Akta 
pernyataan 
PK

- Memori PK
- SIPP

20 
men#

Penetapan 
penunjukan 
PP terinput 
dalam SIPP

9 Mencatat 
penunjukan 
majelis hakim 
dan PP dalam 
register

- Berkas 
Perkara yang 
diajukan PK

■ Akta 
pernyataan 
PK

- Memori PK
• Register
- ATK

10 
menit

Data telah 
tercatat 
dalam 
Register

10 Menerima 
penyerahan 
berkas 
perkara

- Berkas
Perkara yang 
diajukan PK

- Akta 
pernyataan 
PK

- Memori PK
- Register
- Buku 

Ekspedisi

10 
menit

Tanda terima 
penyerahan 
oerkas 
perkara

11 Penetapan 
Hari Sidang 
melalui SIPP

- Berkas
Perkara

• SIPP 5 
men#

Penetapan 
hari sidang
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No

12

Aktivitas Petugas Staf I Panmud
PTSP Meja II Pidana

Pelaksana

•j®' Panitera PP

Mutu Baku

Menerima 
berkas 
perkara PK

Pemanggilan 
Para Pihak 
dan 
Penyerahan 
memori PK 
kepada 
termohon PK

Proses
Persidangan 
dan 
pembuatan 
berita acara 
pendapat

Penyusunan 
berkas 
perkara PK

Mengupload 
dokumen 
elektronik
yang 
dimohonkan 
PK dalam 
direktori 
dokumen 
elektronfc

17 Menyusun dan
membuat 
surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas PK ke 
MA_________

18 Penandatanga 
nan surat 
pengantar 
pengiriman PK 
ke MA

19 Input Surat 
Pengantar di 
SIPP dan 
mencatat 
dalam register

20 Mengirim 
berkas PK

Arsip berkas 
perkara PK di 
simpan di 
arsip aktif

Persyaratan/
Perlengkapan

- Berkar
Perkara

- Penetapan 
hari sidang

- berkas 
perkara

- memori PK

- Berkas 
perkara

- memori PK
- Relas 

panggilan dan 
penyerahan 
memori PK

- Berkas 
perkara PK

120 
menit

120 
menit

Output

Penetapan 
hari sidang 
dan memori
PK

Relas 
panggilan 
dan 
penyerahan 
memori PK

3A 
Pemeriksaan 
dan BA 
Pendapat

Berkas
30 perkara 

menit

Dokumen 30 Dokumen
elektronik yang menit elektronik
dimohonkan PK terupload
Akta dalam
pernyataan direktori
PK dokumen
memori PK etektronft

MA

- Berkas 
perkara 
(bundel A dan 
bundel B)

- barcode
- ATK

Konsep surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas PK ke 
MA

- surat 
pengantar 
pengirman 
berkas PK

- Register
- SIPP
- ATK________
- Berkas 

perkara 
(bundel A & 
bundel B)

- surat 
pengantar

- barcode
- ATK________
- dokumen 

elektronik
- akta-akta
- memori dan 

kontra 
memori PK

- salinan BA 
sidang 
pemeriksaan 
PK dan BA 
pendapat

Ket

30 
menit

30 
menit

10 
menit

Konsep 
surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas PK 
ke MA

Surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas PK 
yang sudah 
ditanda 
tangani
Data telah 
terinput di 
SIPP dan 
tercatat di 
register

Tanda bukti 
pengiriman

Arsip 
tersimpan 
sebagai arsip 
aktif di 
Kepaniteraan 

w., Pidana 
menit

DISIAPKAN

* T — 

FEKIARDIANSYA. SH, MH-

DIPERIKSA

SUKRI SULUMIN. SH. MH.

DISAHKAN

SIGID TRIYONO. SH. MH.
NIP. 197009051993031007 NIP. 196308171992121001 NIP. 196504121992121001
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PENGADILAN NEGERI PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS 1A
JL Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

1$.: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : pnserangl2@gmail.com
Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP

«• vi ii.w. a.MMM wx*<*

MWlMsl
■Hllj III Mil'1IIIII |W*.,HWW H^W»*** •*

: Tanggal Pengesahan
; Tanggal Efektif

’ KETUAPN serang

W29.UV11/SOP/RD/2015

27 Juni 2016

22 Januari 2019

30 Juni 2016
22 Januari 2019

SOP PERMOHONAN GRASI

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 
tentang Grasi

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 
dan Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

8 Surat Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undangan lain vano terkait
12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negerl/PHI/Tlplkor 

Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

KUALIFIKASI PELAKSANA

T7 SI
2. SMU Sederajat

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

------ —-— ---------- —
PERAIATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK) T
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Perkara Pidana Grasi

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2

mailto:pnserangl2@gmail.com
http://www.pn-serang.go.id


No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

Ket.
Petugas 

PTSP
Staf/ 
Meja 11

Panmud 
Pidana

JS/JSP Panitera
Persyaratan/

Perlengkapan
Waktu Output

1 Penerimaan 
Permohonan 
Grasi

L J" ................•

-permohonan 
grasi

-putusan yang 
dimohonkan grasi 

-surat kuasa (jika
ada) 

-ATK

10 
menit

Permohonan 
grasi 
lengkap

2 Pembuatan
Akta 
permohonan 
Grasi dari 
terpidana

Tidak
-permohonan 
grasi

-putusan yang 
dimohonkan grasi 
-surat kuasa (jika 
ada)

-ATK

10 
menit

Konsep Akta 
Permohonan 
Grasi dari 
terpidana

3 Koreksi dan 
pemberian 
paraf

Ya Konsep Akta 
Permohonan 
Grasi dari 
terpidana

10 
menit

Konsep Akta 
permohonan 
grasi yang 
sudah 
diparaf

4 Penandatang 
anan Akta 
permohonan 
grasi

Konsep Akta 
permohonan 
grasi yang 
sudah diparaf

5 
menit

Akta 
permohonan 
grasi

5 Permintaan 
keterangan 
tentang 
terpidana 
kepada 
Kalapas

-Akta permohonan 
grasi

-surat permintaan 
keterangan

30 
menit

Surat 
keterangan 
tentang 
terpidana 
dari Lapascb

6 Input data 
permohonan 
Grasi di SIPP 
dan dicatat di 
Register 
Grasi

-Akta permohonan 
grasi

-ATK
-Register
-SIPP

20 
menit

Data telah 
terinput 
dalam SIPP 
dan dicatat 
dalam 
register

7 Menyusun 
dan membuat 
Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas grasi

Tidak

-Berkas perkara 
(bundel A dan 
bundel B)

-ATK
30 

menit

Konsep 
surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas grasi 
ke MA

8 Mengoreksi 
dan 
menandatang 
ani Surat 
Pengantar 
Pengiriman 
berkas grasi

Ya

Konsep surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas grasi 10 

menit

Surat 
pengantar 
pengiriman 
berkas grasi 
yang sudah 
ditandatangani

9 Mengirim 
berkas Grasi

- surat pengantar 
-ATK 60 

menit

Tanda bukti 
pengiriman

10 input Surat 
Pengantar di 
SIPP dan 
mencatat 
dalam 
register

- surat pengantar 
pengirman 
berkas grasi

- Register
-SIPP
-ATK

10 
menit

Data telah 
terinput di 
SIPP dan 
tercatat di 
register

11 Arsip berkas 
perkara grasi 
di simpan di 
arsip aktif

- putusan 
-akta-akta
- permohonan 

grasi
• surat keterangan 

tentang 
terpidana dari 
Lapas

10 
menit

Arsip 
tersimpan 
sebagai arsip 
aktif di 
Kepaniteraan 
Pidana

Halaman 2 dari 2



f”

PENGADILAN NEGERI PHI / Nomor SOP V/29.U1i'12iSO?^iD<2016

TIPIKOR SERANG KELAS 1A 27Juni20to
jl Raya Serang - Pandeglang KM. 06

I&: (0254)7914504
Fax:(0254)7914503

Emad : pnserang12@gmaiLcom

j 22 Januari 2019

Tanggal Pengesahan; 30 Juni 2016

Tanggal Efektif ‘22 Januari 2019
Website: www.pn-serang.go.id AMIL... __:KHUA?N. SERANG _ _ _ _ _ _ _

SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN
DASAR HUKUM :

T Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Peraturan Mahkamah Agung Rt Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Larangan PK tehadap Putusan Praperadilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

9. sSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02^3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

12. Peraturan Perundangan-undangan laki yang terkait
13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

4. Buku Register Perkara Pidana Praperadilan

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 
tercapai

Berkas Perkara Pidana Praperadilan

Halaman 1 dari 3
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket

Petugas
PTSP

Staf/ 
Meja II

Panmud 
Pidana

Panmud 
Hukum

JS pp Hakim Panitera KPN Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima 
berkas 
Permohonan 
praperadilan

Tidak • Permohonan 
Praperadilan

• Surat kuasa jika 
ada

■ Ceklist 
kelengkapan 
berkas

10 
menit

Berkas 
permohonan 
yang 
lengkap

2 Meneliti 
kelengkapan 
permohonan 
pra peradilan 
dan membuat 
tanda terima

Ya

■ Permohonan 
Praperadilan

■ Surat kuasa jika 
ada

■ Ceklist 
kelengkapan 
berkas

20 
menit

Ceklist telah 
ditanda 
tangani

3 Input data di 
SIPPdan 
mencatat 
dalam register

—
■ Permohonan 

Praperadilan
■ Surat kuasa jika 

ada
■ Ceklist 

kelengkapan 
berkas

10 
menit

Data terinput 
kedalam 
SIPPdan 
tercatat 
kedalam 
register

4 Menunjuk
Hakim metalui
SIPP JJ

■ Berkas 
ATK

■ SIPP
20 

menit

Penetapan 
penunjukan 
Hakim

5 Menunjuk 
Panitera 
Pengganti 
melalui SIPP

Berkas
ATK 
SIPP

■ Penetapan 
penunjukan 
hakim

20 
menit

Penetapan 
penunjukan 
Panitera 
Pengganti

6 Mencatat 
penunjukan 
Hakim dan 
Panitera 
Pengganti 
kedalam 
register

■ Berkas
• ATK
• Penetapan 

penunjukan 
Hakim

■ Penetapan 
penunjukan 
Panitera 
Pengganti

10 
menit

Data tercatat 
dalam 
register

7 Menerima 
Berkas
Dan Membuat 
Penetapan 
Hari sidang 
melalui SIPP

-cJ

• Berkas perkara 
pra peradilan 
ATK 
SIPP

15 
menit

Penetapan 
hari sidang

8 Penerimaan 
berkas □ • Berkas perkara 5 

menit
Berkas 
Perkara

9 Panggilan 
sidang

[i
• Berkas perkara 

pra peradilan
• ATK
• Penetapan hari 

sidang

120 
menit

Relaas 
panggilan 
sidang—t

10 Melaksanakan 
Proses 
Persidangan

• Berkas perkara 
pra peradilan 
ATK

■ Penetapan hari 
sidang

• Relaas 
panggilan 
sidang

7 
Hari 
Kerja

BA Sidang

11 Pengucapan 
putusan

• Berkas perkara
• BA Sidang 

Putusan
60 

Menit

Putusan

12 Input putusan 
kedalam SIPP

• Putusan 
SIPP 60 

Menit

Putusan 
terinput 
kedalam 
SIPP

13 Menginput 
amar dan 
tanggal 
putusan 
kedalam SIPP

YJ ■ Putusan 
•SIPP

30 
Menit

Amar dan 
tanggal 
putusan 
lengkap

14 Menginput 
pertimbangan 
hukum dan e- 
doc kedalam 
SIPP

Pertimbangan 
Hukum

• Putusan
■ SIPP

60 
Menit

Pertimbang 
an Hukum 
dan 
e-doc 
putusan 

lengkap
15 Menerima 

berkas 
minutasi dari 
Panitera 
Pengganti

• Berkas Perkara 
dan Putusan 
Ceklist 
Buku Ekspedisi

15 
menit

Tanda terima 
Minutasi

Halaman 2 dari 3



NO Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku
KetPetugas

PTSP
Staf/ 
Meja II

Panmud 
Pidana

Panmud 
Hukum

JS PP Hakim Panitera KPN
Persyaratan/ 

Perlengkapan
Waktu Output

16 Input data di 
SIPP dan 
mencatat 
kedalam 
register

■ Berkas Perkara 
dan Putusan

■ Register
SIPP 
ATK

20 
Menit

Data terinput 
didalamSIPP 
dan tercatat 
dalam 
register

17 Menyerahkan 
berkas in 
active ke 
Kepaniteraan 
Hukum

Berkas Perkara 
dan Putusan 
ATK 
Register 
SIPP

20 
Menit

BA 
Penyerahan 
Berkas 
Arsip

DIPERIKSA

SUSU 
NIP'1963

MIN, SH, MH. 
171992121001

DISAHKAN

IGID TRIYONO, SH, MH.
NIP. 196504121992121001

Halaman 3 dari 3



DASAR HUKUM:

PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A 

Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 
(0254) 7914504 

Fax:(0254)7914503
Email : pnserangl2@gmail.com 

Webstte: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP VC9.U1/13;SOam20l6

27 Juni 2016

TlOSSMi 22 Januari 2019

Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016

Tanggal Efektif 22 Januari 2019

ww KETUA PN SERANG_ _ _ _ _ _ _ _

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH 
PENYIDIK DAN PU PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3)

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang * ’Vsi-Hukiim
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peraturan Perundanqan-undanqan lain vana terkait
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Penahanan

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 
tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman i dari 2
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP

Staf Panmud 
Pidana

Panitera KPN/ 
WKPN

Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima 
permohonan Tidak

- Permohonan 
dan lampirannya

- ATK
10 

menit

Tanda
Terima

2 Meneliti 
kelengkapan 
permohonan Ya S

- Permohonan 
dan lampiranya

- Tanda terima 
permohonan

- Ceklist 
kelengkapan 
berkas

5 
menit

Permohonan 
lengkap

3 Membuat 
Penetapan 
perpanjangan 
penahanan

Tidak

- Permohonan 
lengkap

- ATK 15 
menit

Konsep 
Penetapan

4 Mengoreksi 
dan memaraf 
konsep 
penetapan

Ya Tidalk - Konsep 
penetapan 5 

menit

Penetapan 
yang sudah 
diparaf 
Panmud 
Pidana

5 Koreksi dan 
Paraf 
Penetapan 
perpanjangan 
penahanan

Ya
- Penetapan yang 

sudah diparaf 
Panmud Pidana 5 

menit

Penetapan 
yang sudah 
diparaf oleh 
Panitera

6 Menandatanga 
ni 
perpanjangan 
penahanan

- Penetapan yang 
sudah diparaf 
Panmud Pidana 
dan Panitera

5 
menit

Penetapan 
yang sudah 
ditanda 
tangan

7 Mencatat 
kedalam 
Register 
perpanjangan 
penahanan

- Penetapan yang 
sudah ditanda 
tangan 15 

menit

Tercatat 
kedalam 
Register

8 Pengiriman 
penetapan 
perpanjangan 
penahanan Eb

* Penetapan
- Buku Ekspedisi

10 
Menit

Tanda bukti 
pengiriman

9 Penyimpanan 
arsip 
penetapan 
perpanjangan 
penahanan cb - Berkas 

permohonan dan 
penetapan 
perpanjangan 
penahanan

10 
Menit

Penetapan 
perpanjangan 
penahanan 
tersimpan 
dalam arsip

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI PHI I m.umsopiPiDiow 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A '27M2016
1 Raja Serang-Pandeglang KM. 06 j »2010

Teip.: (0254) 7914504 H- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;—■- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fax: (0254) 7914503 Tanggal Pengesahan i 30 Juni 2016

Email : pnserang12@gmail.com j Tanggal Efektif 22 Januari 2019
«ste:mpn-serang.go.id 7oja-n SERANG. . . . ~

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BERDASARKAN PASAL 25 _

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang ?eradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Keija Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8,. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP,11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Penahanan

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 
tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP

Staf
Panmud 
Pidana

Panitera
KPN/ 
WKPN

Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima 
permohonan Tidak

- Permohonan 
dan lampirannya

- ATK
10 

menit

Tanda Terima

2 Meneliti 
kelengkapan 
permohonan

Ya
- Permohonan 

dan lampiranya
- Tanda terima 

permohonan
• Cekllst 

kelengkapan 
berkas

5 
menit

Permohonan 
lengkap

3 Membuat 
Penetapan 
perpanjangan 
penahanan

Tidak

- Permohonan 
lengkap

- ATK
15 

menit

Konsep 
Penetapan

4 Mengoreksi 
dan memaraf 
konsep 
penetapan

Ya Tidak
- Konsep 

penetapan 5 
menit

Penetapan yang 
sudah diparaf 
Panmud Pidana

5 Koreksi dan 
Paraf 
Penetapan 
perpanjangan 
penahanan

__ Ia.

- Penetapan yang 
sudah diparaf 
Panmud Pidana 5 

menit

Penetapan yang 
sudah diparaf 
Panitera

6 Menandatanga 
ni 
perpanjangan 
penahanan

- Penetapan yang 
sudah diparaf 
Panmud Pidana 
dan Panitera

5 
menit

Penetapan yang 
sudah ditanda 
tangani

7 Mencatat 
kedalam 
Register 
perpanjangan 
penahanan

- Penetapan yang 
sudah ditanda 
tangani 15 

menit

Tercatat kedalam 
Register

8 Pengiriman 
penetapan 
perpanjangan 
penahanan

- Penetapan
- Buku Ekspedisi

10 
Menit

Tanda bukti 
pengiriman

9 Penyimpanan 
arsip 
penetapan 
perpanjangan 
penahanan

- Berkas 
permohonan dan 
penetapan 
perpanjangan 
penahanan

10 
Menit

Arsip 
perpanjangan 
penahanan 
tersimpan

DISIAPKAh^
'

DIPERIKSA DISAJHKAN

FtjRI ARDIANSYA, SH, MH. SUKr/sULUMN, SH, MH. SltglD TRIYONO, SH, MH.
NIP. 197009051993031007 NIP. 1^6308171992121001 NIP.196504121992121001

Halaman 2 dari 2



KUALIFIKASI PELAKSANA:''

PENGADILAN NEGERI PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS 1A

Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 
(0254)7914504 

Fax:(0254)7914503
EmaH : pnserang12@gmail.com

Webstte: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP v^guiiio/soppo^ois

JWMM. 27 Juni 2016

MUfi 22 Januari 2019
Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016

Tanggal Efektif 22 Januari 2019

WMH KETUAI SERANG

SOP PERMOHONAN MIN PERSETUJUAN BESUK
DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan & 
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2O18 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

9. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
10. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

1. S2-Hukum
2. SI-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN: PERAIATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 

Keuangan

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PEN DATAAN i

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 
tercapai

Halaman 1 dari 2
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Pelaksanaan Mutu Baku

No Aktivitas
Petugas 

PTSP

1 Menerima surat Permohonan 
izin besuk dari Pemohon

2 Membuat izin besuk

3 Mengoreksi dan memberikan 
paraf

4 Penandatanganan Penetapan 
izin besuk

5 Menyerahkan Penetapan izin 
besuk kepada Pemohon

Staf kepa
niteraan 
Pidana / 
Tipikor/ 

Perikanan

Panitera 
Muda 

Pidana/ 
Tipikor/ 

Perikanan

Majelis 
Hakim/ 
Hakim

Persyaratan/ 
Perlengkapan

- Permohonan 
Izin besuk

- ATK
- Data SIPP
- Permohonan 

izin besuk

Konsep surat 
Izin besuk

Permohonan 
ATK 
Surat izin 
besuk yang 
sudah diparaf

- Penetapan 
Izin besuk 
yang sudah di 
tandatanganl

- Buku 
Ekspedisi

5 
menit

10 
menit

10 
Menit

5 
menit

Permohonan 
izin besuk 
lengkap

Konsep surat 
Izin besuk

Surat izin 
besuk yang 
sudah diparaf

Penetapan 
Izin besuk 
yang sudah di 
tandatanganl

Tanda terima 
penyerahan 
surat izin 
besuk kepada 
pemohon

DISAHKAN

NIP.196504121992121001

Halaman 2 dari 2



| PENGADILAN NEGERI PHI/
i TIPIKOR SERANG KELAS 1A
; Jl. Raya Serang -Pandeglang KM. 06 

1^.: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : pnserang12@gmail com 
Website: www.pn-serang.go.id

i

Nomor SOP ^Ul.l&SOPPD^Oie

MM* 27 Juni 2016

22Januarl 2019

Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016

Tanggal Efektif
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22 Januari 2019
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KETUA PN. SERANG

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE
PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1|

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Penahanan

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai
j-----------—................. ... .............. ........ -..................................................

Berkas Perkara Pidana
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPP Panmud 
Pidana

Panitera Hakim KPN/ 
WKPN

Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Membuat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan ke 
PT melalui KPN

Tidak

- Berkas perkara
- Penetapan 

penahanan 
Majelis Hakim

- Penetepan 
perpanjangan 
penahanan oleh 
KPN

- Buku Ekspedisi
- ATK

10 
menit

Konsep 
permohonan 
perpanjangan 
dari Ketua 
Majelis

2 Mengoreksi 
konsep 
permohonan 
perpanjangan 
dan memberi 
paraf

Ya

- Konsep 
permohonan 
perpanjangan 
berserta berkas 
perkara

10 
menit

Permohonan 
perpanjangan 
dari Ketua 
Majelis

3 Menandatangani 
surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan ke 
PT.

- surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan yang 
sudah diparaf

10 
menit

surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan 
yang sudah 
ditandatangani

4 Membuat surat 
pengantar 
permohonan ke 
PT

- Permohonan 
perpanjangan

- berkas perkara
10 

Menit

Konsep surat 
permohonan 
ke PT.

5 Penandatangan 
an surat 
pengantar ke PT

- Konsep surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan

10 
Menit

Konsep surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan 
yang sudah 
diparaf

6 Pengiriman 
surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan ke 
Pengadilan 
Tinggi

- Permohonan 
perpanjangan 
penahanan

- Buku Ekspedisi 10 
Menit

Tanda bukti 
pengiriman

7 Penyimpanan 
arsip surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan ke 
PT.

- Surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan 
pertinggal

10 
Menit

Arsip surat 
permohonan 
perpanjangan 
penahanan 
tersimpan
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PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 1A
Jl. Raya Serang -Pandeglang KM. 06

W: (0254) 7914504
Fax:(0254)7914503

Email ; pnserang12@gmail.com 
Website i www.pn-serang.go.id

DASAR HUKUM :

1.
2

IM®»!» 27Juni2O16

JIM®* 22 Januari 2019

TanggalPengesahan 30 Juni 2016

Tanggal Efektif 22 Januari 2019

W29.0/SORADI2015

SOP PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA UMUM
KUALIFIKASI PELAKSANA

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
Perma No; 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kepaniteraan & Kesekretariatan Peradilan 
Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 
dan Administrasi Pengadilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

3.

4.

5.

6.

1.
2.

SOP Penyelesaian Perkara Pidana
SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.
2.
3.
4.

Alat tulis kantor (ATK)
Komputer
Printer
SIPP

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Formulir Ijin Bantar
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Pelaksanaan Mutu Baku

Aktivitas Petugas Panitera Panmud
PTSP Pengganti Pidana

Panitera

Menerima surat Permohonan 
Penangguhan Penahanan dari 
Pemohon

2 Meneliti kelengkapan permohonan 
penangguhan penahanan

3 Memeriksa dan 
mempertimbangkan permohonan 
penangguhan penahanan

4 Membuat konsep penetapan 
penangguhan penahanan

Menandatangani penetapan
penangguhan penahanan

Membacakan penetapan 
penangguhan penahanan

Menerima uang jaminan 
penangguhan penahanan (jika 
ada)

8 Penyimpanan arsip penetapan 
penangguhan penahanan

Persyaratan / 
Perlengkapan

Permohonan 
Penangguhan 
Penahanan 
Surat Kuasa jika 
ada

• Permohonan 
penangguhan 
penahanan

■ Berkas perkara

■ berkas perkara
• Surat permohonan
• kelengkapan 

persyaratan
■ATK
■ berkas perkara
■ surat permohonan 
yang sudah 
disetujui

Konsep 
penetapan 
penangguhan 
penahanan

penetapan 
penangguhan 
penahanan

Uang jaminan 
penetapan 
penangguhan 
penahanan

■ Berkas 
permohonan dan 
penetapan 
penangguhan 
penahanan

Waktu

10 
menit

30 
Menit

10 
menit

6 
menit

30 
menit

10 
menit

10 
Menit

Output

permohonan 
penangguhan 
penahanan

permohonan 
penangguhan 
penahanan 
lengkap

Persetujuan 
atau 
penolakan

Konsep 
penetapan 
penangguhan 
penahanan

penetapan 
penangguhan 
penahanan

Salinan
Penetapan 
penangguhan 
penahanan

BA 
penerimaan 
uang jaminan 
penangguhan 
penahanan 
Arsip 
penangguhan 
penahanan 
tersimpan

Halaman 2 dari 2



1 PENGADILAN NEGERI PHI 1 Nomor SOP

1 TIPIKOR SERANG KELAS 1A MMM
J Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 06
I W: (0254) 7914504
| Fax:(0254)7914503

iww.
Tanggal Pengesahanj

1 Email : pnserang12@gmail.com 

r Website: www.pn-serang.go.id
Tanggal Efektif :

WMfeh

W29.U1/18iS0RPO2016

27 Juni 2016

22 Januari 2019

30 Juni 2016

22 Januari 2019

KETUA PN. SERANG

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN IJIN/PERSETUJUAN 
PENGGELEDAHAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 1. S1-Hukum
Kekuasaan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

9. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
10. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak
3. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Tipikor
4. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Perikanan

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register ijin/persetujuan Penggeledahan

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak 

tercapai
Register ijin/persetujuan Penggeledahan
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No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP Staf

Panmud 
Pidana / 
Tlpikor/ 

Perikanan

Panitera
KPN/ 
WKPN

Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
Permohonan 
ijin/persetujuan 
Penggeledahan

Tidak
-Permohonan 
dan lampirannya 5 

menit

Tanda 
terima 
Permohonan

2 Meneliti 
kelengkapan 
permohonan

Ya
-Permohonan 
dan lampiranya 

-Tanda terima 
permohonan 

-Ceklist 
kelengkapan 
berkas

10 
menit

Permohonan 
lengkap

3 Membuat
Penetapan ijin 
penggeledahan

-Permohonan 
lengkap 

-ATK 15 
menit

Konsep 
Penetapan

F— Tidak

4 Mengoreksi 
dan memaraf 
konsep 
penetapan

Ya - Tidak
-Konsep 
penetapan 10 

mentt

Penetapan 
yang sudah 
diparaf oleh 
Panitera 
Muda

5 Koreksi dan 
Paraf 
Penetapan 
ijin/persetujuan 
Penggeledahan

-Penetapan yang 
sudah diparaf 
oleh Panitera 
Muda

5 
menit

Penetapan 
yang sudah 
diparaf oleh 
Panitera

6 Menanda 
tangani 
ijin/persetujuan 
Penggeledahan

-Penetapan yang 
sudah diparaf 
oleh Panitera 
Muda dan 
Panitera

5 
menit

Penetapan 
yang sudah 
ditanda 
tangani

7 Mencatat 
kedalam 
Register 
ijin/persetujuan 
Penggeledahan

—
-Penetapan yang 
sudah ditanda 
tangani 15 

menit

Tercatat 
kedalam 
Register

8 Pengiriman 
penetapan 
ijin/persetujuan 
Penggeledahan

-Penetapan 
-Buku Ekspedisi 10 

Menit

Tanda bukti 
pengiriman

—

9 Penyimpanan 
arsip 
penetapan 
ijin/persetujuan 
Penggeledahan

2

D
-Berkas 
permohonan 
dan penetapan 
ijin/persetujuan 
Penggeledahan

10 
Menit

Arsip gin / 
jersetujuan 
’enggeledahan 
tersimpan
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PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

Telp.: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

Email :

Nomor SOP W29’U1/19/SOP/PID/2016

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2019
Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

pnserang12@gmail.com Disahkan Oleh > KETUA PN. SERANG
Website: www.pn-serang.go.id i
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SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. Sl-Hukum

Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajat
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak 
yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Diversi

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas 
peradilan tidak tercapai

2. lika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib 
administrasi tidak akan tercapai

Berkas permohonan Diversi
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket

Petugas 
PTSP staf Panmud 

Pidana Panitera KPN Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Penerimaan 
Permohonan 
Penetapan 
Diversi

1^, Tidak
- Permohonan 

Penetapan 
Diversi

- kesepakatan 
Diversi

5 
menit

Tanda 
Terima dan 
Permohonan 
Pen.dlversi

2 Mengoreksi 
Kelengkapan 
permohonan 
diversi

.... Ya ..

- Permohonan 
Penetapan 
Diversi

- kesepakatan 
Diversi

15 
men#

Berkas 
permohonan 
Diversi 
lengkap

3 Pembuatan
Penetapan 
Diversi c

- ATK
- Berkas 

permohonan 
Diversi

20 
menit

Konsep 
PenetapanLL

r
4 Koreksi dan 

paraf 
Penetapan 
Diversi

Tidak - Konsep 
penetapan

- Berkas 
permohonan

30 
Menit

Konsep 
penetapan 
yang sudah 
diparaf 
Panmud 
Pidana

4 Koreksi dan 
paraf 
Penetapan 
Diversi

Vak y - Konsep 
penetapan 
yang sudah 
diparaf 
Panmud 
Pidana

- Berkas 
permohonan

30 
menit

Konsep 
Penetapan 
yang sudah 
diparaf 
Panitera

5 Penandatangan 
an penetapan 
Diversi

-J-------
- Konsep 

Penetapan 
yang sudah 
diparaf 
Panmud 
Pidana dan 
Panitera

* Berkas 
permohonan

10 
menit

Penetapan 
Diversi

6 Input data di 
SIPP dan 
pencatatan 
kedalam 
Register Diversi

- Penetapan 
Diversi

- Berkas 
permohonan

- SIPP
- Register

30 
menit

Data terinput 
dalam SIPP 
dan tercatat 
dalam 
register

7 Pengiriman 
penetapan 
Diversi kepada 
Pemohon

—
* Penetapan
- Buku 

Ekspedisi 10 
Menit

Tanda bukti 
pengiriman

8 Penyimpanan 
arsip 
penetapan 
Diversi

- Berkas 
permohonan 
dan 
penetapan 
Diversi

10 
Menit

Arsip Diversi 
tersimpan
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PENGADILAN NEGERI PHI / 
TIPIKOR SERANG KELAS

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

IA
t Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06
| Telp.: (0254) 7914504
|j Fax:(0254)7914503
i! Email :
’ pnserang12@gmail.com

Website: www.pn-serang.go.id

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

W29.U1/20/SOP/PID/2016

27 Juni 2016
22 Januari 2019
30 Juni 2016
22 Januari 2019

KETUA PN. SERANG

SOP PERMOHONAN MIN PEMBANTARAN PIDANA UMUM

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 T ahun 2009 tentang 
Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 
tentang Pembantaran (Sturting).
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang StandarPelayanan 
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/1V/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundanaan-undanaan lain vano terkait

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Sereng Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA___________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

1. S2-Hukum
2. S1 -Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 1. Alat tulis kantor (ATK)
Perikanan 2. Komputer

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 3. Printer
Keuangan 4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak
akan berjalan dengan baik Register Penahanan
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Pelaksanaan Mutu Baku

Aktivitas Petugas 
PTSP

Panitera 
Pengganti

Panmud 
Pidana / 
Tipikor f 

Perikanan

Panitera Persyaratan / 
Perlengkapan

Menerima surat 
pemberitahuan rawat inap 
terdakwa di rumah sakit

•Surat 
pemberitahuan 
dari Rutan 

-Surat 
keterangan 
rumah sakit

10 
menit

Tanda terima 
surat 
pemberitahuan 
dan surat 
keterangan 
rumah sakit

Meneliti kelengkapan 
pembantaran

-Surat 
pemberitahuan 
dari Rutan

-Surat 
keterangan 
rumah sakit

Surat 
pemberitahuan 
lengkap

10 
menit

Memeriksa dan 
mempertimbangkan 
pembantaran

-berkas perkara 
-Surat 
pemberitahuan 
dari rutan

-Surat 
Keterangan 
rumah sakit

Menyetujui 
pembantaran

Membuat konsep penetapan 
pembantaran

Menandatangani penetapan 
pembantaran

Menyerahkan penetapan 
pembantaran

-berkas petkara 
-Surat 
pemberitahuan 
dari rutan 

-Surat
Keterangan 
rumah sakit 

-ATK_________
Konsep 
penetapan 
pembantaran

-penetapan 
pembantaran 

-Buku Ekspedisi

30 
menit

Konsep 
penetapan 
pembantaran

10 
menit

penetapan 
pembantaran

S 
menit

Tanda bukti 
penyerahan

DISIAPKAfM DIPERIKSA DISAHKAN

frg^l ARDIANSYA, SH, MH. SUKRO SULUJWIN, SH, MH.

-«it^I^TR^^^O^SK MH.

NIP.197009051993031007 NIP. 963081(71992121001 NIP. 196504121992121001
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PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM.

Telp/. (0254)7914504 
Fax:(0254)7914503 

Email : 
pnserang12@gmail.com

Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP W29.U1/21/8OP/PID/2016

L 06

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

27 Juni 2016
j 22 Januari 2019 

'30 Juni 2016
22 Januari 2019

KETUA PN. SERANG

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANA UMUM
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Ketja Kepaniteraan & 
Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksana®) Tugas dan Administrasi 
Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undanoan lain yang terkait

1.
2.
3.

S2-Hukum
S1-Hukum
SMU Sederajat

7.
8. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerimaan Perkara Pidana, Tipikor, 
Perikanan

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, 
Perikanan

3. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 

Keuangan

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 
akan berjalan dengan baik

1. Berkas Perkara
2. Buku Registe Banding
3. Peralatan Komputer
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No Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP

Staf 
kepaniteraan 

Pidana/ 
Tipikor/ 

Perikanan

Panitera 
Muda 

Pidana/ 
Tipikor/ 

Perikanan

Panitera Persyaratan / 
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima dan memeriksa 
permohonan pencabutan 
banding

L TMak - Buku 
Register

- Berkas 
Perkara

- Komputer
- Surat 

permohonan
- ATK

5 Menit

Oiterimannya 
permohonan 
pencabutan 
banding dari 
pemohon

f

2 Meneliti persyaratan 
permohonan pencabutan 
banding

Ya
- Permohonan
• Surat kuasa 

jika ada
- SIPP

30 
Menit

Persyaratan 
permohonan 
pencabutan 
banding lengkap

3 Membuat konsep akta 
pencabutan pernyataan 
banding

—
Tid *

- Akta Banding
- permohonan 

pencabutan 
banding 
lengkap

- ATK

10 Menit

Konsep Akta 
pencabutan 
pernyataan 
banding—

4— —US

4 Koreksi dan paraf akta 
pencabutan pernyataan 
banding

Ya

- Akta Banding
- Konsep Akta 

pencabutan 
pernyataan 
banding

- ATK

5 Menit

Konsep Akta 
pencabutan 
pernyataan 
banding sudah 
diparaf

5... penandatanganan akta 
pencabutan pernyataan 
banding yang telah 
ditanda tangani pemohon

Konsep Akta 
pencabutan 
pernyataan 
banding sudah 
diparaf

5 Menit

Akta pencabutan 
pernyataan 
banding yang 
sudah 
ditandatangani

w

6 Menyerahkan akta 
pernyataan pencabutan 
permohonan banding dan 
mencatat pada register 
induk pidana dan register 
permohonan banding

—
-Buku ekspedisi 
-Akta pencabutan 

pernyataan 
banding yang 
sudah 
ditandatangani

-ATK

5 Menit

Tanda bukti 
pengirimanW'"

7 Mengirim akta 
pernyataan pencabutan 
permohonan banding ke 
Pengadilan Tinggi —

-Buku ekspedisi 
-Akta pencabutan 
pernyataan 
banding yang 
sudah 
ditandatangani

-ATK 120 
Menit

Tanda bukti 
pengiriman

Jika 
berkas 
perkara 
belum 
dikirim 
ke PT. 
akta 
penca 
butan 
banding 
tidak 
perlu 
dikirim.

8 Menginput pencabutan 
pernyataan banding 
kedalam SIPP dan 
mencatat dalam Register

■—

■ Akta pencabutan 
pernyataan 
banding

-SIPP 
Register

-ATK

10 Menit

Data terinput 
kedalam SIPP 
dan tercatat 
kedalam register

9 Mengarsipkan akta 
pernyataan pencabutan 
permohonan banding --------------- 1 ►( )

Akta pencabutan 
pernyataan 
banding

10 
Menit

Arsip tersimpan

DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

PERI ARDIANSYA, SH, MH. 
NIP. 197009051993031007

SUKRI SULUMIN, SH, MH. 
NIPT 196308H71992121001

SIGID TRIYONO, SH, MH.
NIP.196504121992121001
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0
PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

Telp.: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : 
pnserang12@gmail.com

Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP W29.U1/22/SOP/PID/2016
Tanggal Pembuatan 27 Juni 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2019
Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANA UMUM
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah 
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen 
elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasl/PK.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

9. Surat Kedokumen elektronik Ketua Mahkamah 
Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar 
Pelayanan Peradilan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

12. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
13. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara 
Pidana, Tipikor, Perikanan

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 

Keuangan

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 

akan berjalan dengan baik
1. Berkas Perkara
2. Buku Register Kasasi
3. Peralatan Komputer
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Pelaksanaan Mutu Baku

Aktivitas Petugas 
PTSP

Staf 
kepaniteraan 

’idana/Tipikor/ 
Perikanan

Panitera 
Muda 

Pidana/ 
Tipikor/ 

Perikanan

Panitera Persyaratan / 
Perlengkapan Waktu Output

Menerima dan memeriksa 
permohonan pencabutan 
kasasi

Meneliti persyaratan 
permohonan pencabutan 
kasasi

Membuat konsep akta 
pencabutan pernyataan 
kasasi

Koreksi dan paraf akta 
pencabutan pernyataan 
kasasi

5 penandatanganan akta 
pencabutan pernyataan 
kasasi bersama pemohon

6 Menyerahkan akta 
pernyataan pencabutan 
permohonan kasasi ke 
pemohon

7 Mengirim akta pernyataan 
pencabutan permohonan 
kasasi ke Mahkamah Agung

Menginput pencabutan 
pernyataan kasasi kedalam 
SIPP dan Mencatat dalam 
Register

Mengarsipkan akta 
pernyataan pencabutan 
permohonan kasasi

- Buku Register
- Berkas Perkara
- ATK
- Komputer
- Surat 

permohonan
- Permohonan
- Surat kuasa jika 

ada
- SIPP____________
- Akta Kasasi
- permohonan 

pencabutan kasasi 
lengkap

- ATK____________
- Akta Kasasi
- ATK
- Konsep Akta 

pencabutan 
pernyataan kasasi

Konsep Akta 
pencabutan 
pernyataan kasasi 
sudah diparaf______
- Buku ekspedisi
- Akta pencabutan 

pernyataan kasasi 
yang sudah 
ditandatangani

- ATK____________
- Buku ekspedisi
- Akta pencabutan 

pernyataan kasasi 
yang sudah 
ditandatangani

- ATK

- Akta pencabutan 
pernyataan kasasi

- SIPP
- Register
- ATK

Akta pencabutan 
pernyataan kasasi

5 
Menit

30 
Menit

10 
Menit

5 
Menit

5 
Menit

5 
Menit

120 
Menit

10 
Menit

10 
Menit

Diteranannya 
permohonan 
pencabutan kasasi 
dari pemohon

Persyaratan 
permohonan 
pencabutan kasasi 
lengkap_________
Konsep Akta 
pencabutan 
pernyataan kasasi

Konsep Akta 
pencabutan 
pernyataan kasasi 
sudah diparaf

Akta pencabutan 
pernyataan kasasi 
yang sudah 
ditandatangani 
Tanda bukti 
penyerahan

Tanda bukti 
pengiriman

Data terinput kedalam 
SIPP dan tercatat 
kedalam register

Arsip tersimpan
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PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

Telp.: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503 

Email : 
pnserang12@gmail.com

Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP W29.U1/23/SOP/PID/2016

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2016
Tanggai Revisi 22 Januari 2019
Tanggal Pengesahan 30 Juni 2016
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PK PIDANA UMUM
I DASAR HUKUM:
L___ ,______

1.

2.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung RI.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomoro 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan & 
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen 
elektronik sebagai kelengkapan permohonan 
Peninjauan Kembaii/PK.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. SOP Penerimaan Perkara Pidana, Tipikor, 
Perikanan

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 
akan berjalan dengan baik

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1
2.
3.

S2-Hukum
S1-Hukum 
SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Buku Register Perkara

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Berkas Perkara
2. Buku Registe PK
3. Peralatan Komputer
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Pelaksanaan

Aktivitas

Petugas 
PTSP

Staf I Panitera
kepaniteraan

Pidana/
Tipikor/

Perikanan
Menerima dan memeriksa 
permohonan pencabutan 
Peninjauan Kembali

Muda 
Pidana / 
Tipikor / 

Perikanan

Panitera Persyaratan / 
Perlengkapan

Mutu Baku 
Waktu |

Meneliti persyaratan 
permohonan pencabutan 
Peninjauan Kembali

- Buku Register
- Berkas Perkara
- Komputer
- Surat 

permohonan
- ATK________ _
- Permohonan
■ Surat kuasa jika 

ada
- SIPP

5 
Menit

30 
Menit

Membuat konsep akta 
pencabutan Peninjauan 
Kembali

Koreksi dan paraf akta 
pencabutan Peninjauan 
Kembali

penandatanganan akta 
pencabutan Peninjauan 
Kembali bersama 
pemohon

Menyerahkan akta 
pencabutan permohonan 
Peninjauan Kembali ke 
pemohon

Mengirim akta 
pencabutan permohonan 
Peninjauan Kembali ke 
MA

Menginput pernyataan 
Peninjauan Kembali 
kedalam SIPP dan 
mencatat dalam Register

Mengarsipkan akta 
pencabutan permohonan 
Peninjauan Kembali

Diterimannya 
permohonan 
pencabutan 
Peninjauan Kembali 
dari pemohon

- Akta Peninjauan 
Kembali

- permohonan 
pencabutan 
Peninjauan 
Kembali lengkap

- ATK___________
- Akta Peninjauan 

Kembali
- Konsep Akta 

pencabutan 
Peninjauan 
Kembali

- ATK___________
Konsep Akta 
pencabutan 
Peninjauan 
Kembali sudah 
diparaf___________
- Buku ekspedisi
- Akta pencabutan

Peninjauan 
Kembali yang 
sudah 
ditandatangani

- ATK___________
- Buku ekspedisi
- Akta pencabutan 

Peninjauan 
Kembali yang 
sudah 
ditandatangani

- ATK

- Akta pencabutan 
Peninjauan 
Kembali

- SIPP
- Register
- ATK___________
Akta pencabutan 
Peninjauan 
Kembali

10 
Menit

5 
Menit

5 
Menit

5 
Menit

120 
Menit

10 
Menit

10 
Menit

Persyaratan 
permohonan 
pencabutan 
Peninjauan Kembali 
lengkap__________
Konsep Akta 
pencabutan 
Peninjauan Kembali

Konsep Akta 
pencabutan 
Peninjauan Kembali 
sudah diparaf

Akta pencabutan 
Peninjauan Kembali 
yang sudah 
ditandatangani

Tanda bukti 
penyerahan

Tanda bukti 
pengiriman

Data terinput kedalam 
SIPP dan tercatat 
kedalam register

Arsip tersimpan

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI PHI / 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

Telp.: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : 
pnserang12@gmail.com

Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP W29.U1/24/SOP/PID/2016
Tanggal Pembuatan 27 Juni 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2019
Tanggai Pengesahan 30 Juni 2016
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

SOP IJIN/PERSETU JU AN PENYITAAN OLEH PENYIDIK
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA
t

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

10. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 
akan berjalan dengan baik

1, 81
2. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.
2.
3.
4.

Alat tulis kantor (ATK)
Komputer
Printer
Buku Register Perkara Pidana

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidana
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku Ket

Petugas 
PTSP

Staf Panmud 
Pidana

Panitera KPN/ 
WKPN

Persyaratan/ 
Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima 
permohonan — Tidak

- Permohonan 
dan lampirannya

- ATK
10 

menit

Tanda 
Terima

2 Meneliti 
kelengkapan 
permohonan Ya

- Permohonan 
dan lampiranya

- Tanda terima 
permohonan

- Ceklist 
kelengkapan 
berkas

5 
menit

Permohonan 
lengkap

3 Membuat 
Penetapan 
ijin/persetujuan 
penyitaan

Tkli

- Permohonan 
lengkap

- ATK
15 

menit

Konsep 
Penetapan

4 Mengoreksi 
dan memaraf 
konsep 
penetapan

_I2_ X
- Konsep 

penetapan 5 
menit

Penetapan 
yang sudah 
diparaf

5 Koreksi dan 
Paraf 
Penetapan 
ijin/persetujuan 
penyitaan

• Penetapan yang 
sudah diparaf

Penetapan 
yang sudah 
diparaf5 

menit

6 Menanda 
tangani 
Ijin/persetujuan 
penyitaan

- Penetapan yang 
sudah diparaf 5 

menit

Penetapan 
yang sudah 
ditanda 
tangan

7 Mencatat 
kedalam 
Register 
Ijin/persetujuan 
penyitaan

—
• Penetapan yang 

sudah ditanda 
tangan 15 

menit

Tercatat 
kedalam 
Register

8 Pengiriman 
penetapan 
ijin/persetujuan 
penyitaan

- Penetapan
- Buku Ekspedisi

10 
Menit

Tanda bukti 
pengiriman

9 Penyimpanan 
arsip 
penetapan 
ijin/persetujuan 
penyitaan

- Berkas 
permohonan dan 
penetapan 
ijin/persetujuan 
penyitaan

10 
Menit

Arsip 
gin/|>ersetujuar 
penyitaan 
tersimpan

DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

FERI ARDIANSYA, SH. MH. 
NIP. 197009051993031007

SUKfifl SULUMIIN, SH, MH. 
Nl P. 6 96308/71992121001

SIGID TRIYONO. SH, MH. 
NIP.196504121992121001
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PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 06 

Telp.: (0254) 7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : 
pnserang12@grDail.com

L Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP W29 U1/25/sdP/PID/2bl6 :

Tanggal Pembuatan 27 Juni 2016
i Tanggal Revisii-:     - - - r -r r -- • v

Tanggal Pengesahan
22 Januari 2019
30 Juni 2016

Tanggal Efektif 22 Januari 2019
i
Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

i SOP PERMOHONAN PERALIHAN PENANGGUHAN PENAHANAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan & 
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

9. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait_____
16. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana
2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 

Keuangan

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 

akan berjalan dengan baik

Halaman 1 dari 2

mailto:pnserang12@grDail.com
http://www.pn-serang.go.id


No Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Petugas 
PTSP

Panitera 
Pengganti

Panitera 
Muda 

Pidana/ 
Tipikor/ 

Perikanan

Panitera
Majelis 
Hakim/ 
Hakim

Persyaratan / 
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima surat Permohonan — 
peratihan/penangguhan 
penahanan

-Permohonan 
Perallhan/pena 
ngguhan 
penahanan 5 

menit

Permohonan 
peralihan/ 
penangguhan 
penahanan 
lengkap

2 Meneruskan surat permohonan 
peratihan/penangguhan 
penahanan pdak

-ATK
-Data SIPP 
-Permohonan 
peralihan/pena 
ngguhan 
penahanan

10 
mend

Konsep surat 
Peralihan/pen 
angguhan 
penahanan

3 Membuat Izin 
peratihan/penangguhan 
penahanan Jte__

Konsep surat 
Peralihan/pena 
ngguhan 
penahanan

10 
Menit

Surat 
peralihan/ 
penangguhan 
penahanan 
yang sudah 
diparaf

4 Penandatanganan dan 
pembacaan Penetapan 
peraHhan/penangguhan 
penahanan

-Permohonan 
-ATK
-Surat peralihan/ 
penangguhan 
penahanan 
yang sudah 
diparaf

5 
menit

Surat 
Peralihan/ 
penangguhan 
penahanan 
yang sudah di 
tandatangani........

5 Menyerahkan Penetapan 
peratihan/penangguhan 
penahanan kepada Pemohon

-Penetapan 
Peralihan/ 
penangguhan 
penahanan 
yang sudah di 
tandatangani 

-Buku Ekspedisi

5 
menit

Tanda terima 
penyerahan 
surat 
peralihan/ 
penangguhan 
penahanan 
kepada 
pemohon

L

DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

TERI ARDIANSYA. SH, MH. SUKWISULUJCTIN, SH, MH.

-'‘^GIPTW^iaSH, MH.

NIP. 197009051993031007 NIP. 96308/71992121001 NIP.196504121992121001
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PENGADILAN NEGERI PHI / 
TIPIKOR SERANG KELAS

1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

Telp.: (0254)7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : 
pnserang12@gmail.com

Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP
.    — • ■ ••• ■ — — w» . — — ...... , f.K.'lMWjr

W29.U1/26/SOP/PID/2016
Tanggal Pembuatan 27 Juni 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2019
Tanggal Pengesahan 30Juni2016
Tanggal Efektif 22 Januari 2019

Disahkan Oleh KETUA PN. SERANG

SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 
tentang Pembantaran (Slutting).
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/II/2012 tentang StandarPelayanan 
Peradilan
Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IW2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1.

2.

SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana, 
Tipikor, Perikanan
SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan
Keuangan

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 

akan berjalan dengan baik

S2-Hukum1.
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berita Acara Persidangan

Halaman 1 dari 2

mailto:pnserang12@gmail.com
http://www.pn-serang.go.id


No Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Petugas 
PTSP

Panitera 
Pengganti

Panmud 
Pidana/ 
Tipikor/ 

Perikanan

Panitera Hakim Persyaratan / 
Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima surat permohonan 
pinjam pakai barang bukti C v Tidak

-Surat 
permohonan

-Surat kuasa 
apabila 
pemohon kuasa 
hukum terdakwa

•Bukti identitas 
pemohon

10 
menit

Tanda 
terima

2 Meneliti kelengkapan 
permohonan pinjam pakai 
barang bukti

Ya
-Surat 
permohonan

-Surat kuasa 
apabila 
pemohon kuasa 
hukum terdakwa

-Bukti identitas 
pemohon

20 
menit

Persyaratan 
lengkap

3 Memeriksa dan 
mempertimbangkan 
permohonan pinjam pakal 
barang bukti

•
-berkas perkara 
-Surat 
permohonan 

-Surat kuasa 
apabila 
pemohon kuasa 
hukum terdakwa 

-Bukti identitas 
pemohon

30 
Menit

Menyetujui 
pinjam pakai 
barang bukti

1

—

4 Membuat konsep penetapan 
pinjam pakai barang bukti ___ ’

-berkas perkara 
•Surat 
permohonan 

-Surat kuasa 
apabila 
pemohon kuasa 
hukum terdakwa 

-Bukti identitas 
pemohon

- ATK

60 
menit

Konsep 
penetapan 
pinjam pakai 
barang bukti

5 Menandatangani penetapan 
pinjam pakal barang bukti t—

-Konsep 
penetapan 
pinjam pakai 
barang bukti

10 
menit

penetapan 
pinjam pakai 
barang bukti

—i

6 Pengiriman tembusan 
penetapan pinjam pakai 
barang bukti kepada penuntut 
umum

♦ -Surat pengantar 
penetapan dan 
pinjam pakai 
barang bukti

30 
Menit

Tanda 
terima

7 Menyerahkan penetapan 
pinjam pakai barang bukti (_ J

■Penetapan 
pinjam pakai 
barang bukti 

-Ekspedisi

5 
Menit

Tanda 
terima

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI PHI / 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 

Telp.: (0254)7914504 
Fax:(0254)7914503

Email : 
pnserang12@gmail.com

Website: www.pn-serang.go.id

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

! W29.U1/27/SOP/PiD/20l6

,27 Juni 2016 
; 22 Januari 2019 _ _ _ _ _ _
\ 30 Juni 2016 ’ _ _ _ _ _

\ 22 Januari 2019 

i KETUA PN. SERANG
I

SOP IJIN BEROBAT
DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Umum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana
4. Peiaturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 
tentang Pembantaran (Stulting).

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 
026/KMA/SK/U/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2O18 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundanqan-undanqan lain yanq terkait
11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas IA

KETERKAITAN:

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana, 
Tipikor, Perikanan

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan

KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 

akan berjalan dengan baik
Berita Acara Persidangan

Halaman 1 dari 2
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http://www.pn-serang.go.id


No Aktivitas

Pelaksanaan Mutu Baku

Petugas 
PTSP

Panitera 
Pengganti

Panmud 
Pidana/ 
Tipikor/ 

Perikanan

Panitera
HAKIM Persyaratan/ 

Perlengkapan
Waktu Output

1 Menerima surat pemohonan 
ijin berobat Tidak

-Surat 
permohonan

-Surat 
keterangan 
rutan

- Surat kuasa 
apabila 
pemohon 
kuasa hukum 
terdakwa

10 
menit

Tanda 
terima__r

2 Meneliti kelengkapan 
permohonan ijin berobat Ya 1

-Surat 
permohonan

-Surat 
keterangan 
rotan

-Surat kuasa 
apabila 
pemohon 
kuasa hukum 
terdakwa

10 
menit

Persyaratan 
lengkap

3 Memeriksa dan 
mempertimbangkan 
permohonan ijin berobat

-berkas perkara 
-Surat 

permohonan 
-Surat 

keterangan 
rutan

-Surat kuasa 
apabila 
pemohon 
kuasa hukum 
terdakwa

30 
Menit

Menyetujui 
ijin berobat1 1

4 Membuat konsep penetapan 
ijin berobat

-berkas perkara 
-Surat 

permohonan
-Surat 

keterangan 
rutan

-Surat kuasa 
apabila 
pemohon 
kuasa hukum 
terdakwa

- ATK

60 
menit

Konsep 
penetapan 
ijin berobat

5 Menandatangani penetapan 
ijin berobat ■—

- Konsep 
penetapan ijin 
berobat

10 
menit

penetapan 
ijin berobat

—
6 Pengirsnan tembusan 

penetapan ijin berobat 
kepada penuntut umum

■ Surat 
pengantar 
penetapan ijin 
berobat

30 
Menit

Tanda 
terima

11

7 Menyerahkan penetapan ijin 
berobat (_ _ _ )

- Penetapan ijin 
berobat 

-Ekspedisi
5 

Menit

Tanda 
terima

DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN

'^rTaRDIANSW^SH, MH.

SUKRn^JLUMIN, SH, MH. x^€lGID TRIYONO. SH, MH.
NIP. 197009051993031007 NIP./196308H71992121001 NIP.196504121992121001
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F PENGADILAN NEGERI PHI/ 
TIPIKOR SERANG KELAS 

1A
l Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 06 
h Telp.: (0254) 7914504

Nomor SOP W29.U1/28/SOP/PID/2016
Tanggal Pembuatan 27 Juni 2016
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

22 Januari 2019
30 Juni 2016

! Fax:(0254)7914503
; Email :
i pnserang12@gmail.com
: Website: ww.pn-serang.go.id

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

22 Januari 2019

KETUA PN. SERANG

SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana

4. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.l Nomor 2 Tahun 
201« Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) 
Lingkungan Peradilan

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan HasH Rapat 
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 
Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3Z2/2018 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada 
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

13. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait
14. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor 

Serang Kelas IA nomor 
W29.U1/52/SK.KPN/KP.11.01/4/2019 tentang 
Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor
Serang Kelas 1A 

KETERKAITAN:

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana, 
Tipikor, Perikanan

2. SOP Pengelolaan Surat Sub Bagian Umum dan 
Keuangan

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas Peradilan tidak 
akan tercapai

1. SI
2. SMU Sederajat

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat tulis kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer
4. Register Perkara Pidana Biasa

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Berkas Perkara Pidan Biasa

naramani erarnr ~

mailto:pnserang12@gmail.com


No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP Staf PP Panmud 

Pidana
Panmud 
Hukum Panitera Hakim KPN Persyaratan/ 

Perlengkapan Waktu Output

1 Penerimaan 
berkas 
perkara Tidak

- Berkas perkara
- Checklist 

kelengkapan 
berkas

- Tanda bukti 
pelimpahan 
perkara

• Penyelesaian 
paling lama 7 
(tujuh) hari 
kerja sejak 
pelimpahan

10 
menit

Berkas 
diterima/ 
Ekspedisi 
Cheklist yang 
sudah 
ditandatangani 
petugas

2 Meneliti 
kelengkapan 
berkas 
perkara, 
termasuk 
Barang Bukti

Ya
- Berkas Perkara
- CekUst 

kelengkapan 
berkas

10 
menit

Berkas 
Lengkap/tidak 
lengkap 
tanda terima 
pelimpahan 
berkas

3 Input data 
SIPP dan 
Penomoran 
perkara, 
pencatatan 
dalam register

- Berkas perkara
- Komputer
- Koneksi LAN 

SIPP
■ Buku register 

induk

30 
menit

Berkas 
diterima dan 
diberikan 
nomor perkara

4 Menyerahkan 
berkas 
perkara yang 
sudah lengkap

- Berkas Perkara
5 

menit

Ekspedisi

5 Penunjukan 
Majelis Hakim

j
b - Berkas perkara

- SIPP
- Hakim Khusus 

Pemilu

20 
menit

Penetapan 
penunjukan 
MajelisAHakim1—

6 Penunjukan 
Panitera 
Pengganti 
(PP)

- Berkas perkara
- SIPP 20 

menit

penunjukan 
PP

7 Pencatatan 
penunjukan 
Hakim dan PP 
ke dalam Buku 
Register

- Berkas perkara
- Penetapan 

penunjukan 
Hakim dan PP.

5 
menit

Register 
Manual

8 Penyerahan 
berkas perkara 
kepada Majelis 
Hakim untuk 
dibuat 
Penetapan hari 
sidang

- Berkas perkara
- Penetapan

5 
menit

Ekspedisi

9 Pembuatan 
Penetapan 
hari sidang 
dan 
penahanan 
jika ada

b
- Berkas
- SIPP

10 
Menit

Penetapan 
penahanan 
Dan 
Penetapan 
Hari Sidang 
Pertama

-£

10 Menerima 
berkas 
perkara dari 
Hakim dan 
mengirim 
penetapan 
kepada staf 
untuk dikirim 
ke PU dan 
dicatat 
kedalam 
register induk

- Pen. 
Penahanan 
dan Hari 
Sidang

5 
menit

Ekspedisi

11 Proses 
persidangan

< 
_r

r

J - Berkas Perkara 5 
Had 
Kerja

BA Sidang 
PutusanL

12 Penyusunan 
BA C5

- Berkas Perkara 
Konsep BA

120 
Menit

BA yang 
sudah ditanda 
tangani oleh 
Hakim dan PP

BA harus 
selesai 
sebelum 
sidang 
berikut 
nya

13 Menyerahkan 
BA lengkap 
untuk 
penyusunan 
Putusan

- Berkas perkara
- BA lengkap
- Ekspedisi 

penyerahan 
berkas

10 
Menit

Tanda terima 
penyerahan 
berkas

14 Sidang 
pengucapan 
putusan 
Majelis

d
_rb - Berkas Perkara

- Putusan 120 
Menit

Putusan yang 
sudah ditanda 
tangani3

L
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No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku

KetPetugas 
PTSP Staf PP Panmud 

Pidana
Panmud 
Hukum Panitera Hakim KPN - Persyaratan/ 

Perlengkapan Waktu Output

15 Pembuatan 
petikan 
putusan

£ - Berkas Perkara
■ Putusan 30 

Menit

Petikan 
Putusan

L_J
16 Penyampaian 

petikan dan 
salinan 
putusan kpd 
PenyldSr. JPU, 
Terdakwa, 
KPU/KPUD 
dan Lapas

- Petikan 
Putusan Siap 
dikirim

120 
Menit

- Ekspedisi
- Tanda terima 

penyampaian 
petikan/

salinan

Petikan 
Putusan 
diserah 
kan 
seketika 
setelah 
penguca 
pan 
putusan

17 Menyerahkan 
berkas 
perkara/ 
Minutasi

- Berkas perkara
- Cheklist 

kelengkapan 
berkas

- Buku Ekspedisi

15 
Menit

Tanda terima 
penyerahan 
berkas

18 Menginput 
amar dan 
tanggal 
putusan 
kedalam SIPP

L| - Putusan
- SIPP

30 
Menit

Amar dan 
tanggal putusan 
lengkapJ

19 Menginput 
pertimbangan 
hukum dan e- 
doc kedalam 
SIPP

- Pertimbangan 
Hukum

- Putusan
- SIPP

60 
Menit

Pertimbangan 
Hukum dan 
e-doc putusan 
lengkap

20 Menginput 
tanggal 
minutasi pada 
SIPP dan 
dicatat dalam 
register 
manual

- SIPP
- Buku Register

10 
Menit

Data terinput ke 
sipp dan 
tercatat di 
register manual

21 Menyerahkan 
berkas ke 
Panmud 
Hukum

- Berkas Perkara 
yang sudah 
Berkekuatan 
Hukum tetap

- Cheklist

10 
menit

-BA Penyerahan 
berkas 
Arsip perkara
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